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Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata 

asing ditulis (dicetak) miring, dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman 

transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman 

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

Ϝ  ̀ А  

Ϟ b Д  

Ϥ t И ó 

Ϩ th М gh 

Ϭ j Р f 

ϰ  Ф q 

ϴ kh Ш k 

ϸ d Ь l 

Ϻ dh а m 

ϼ r д n 

Ͼ Z м w 

Ѐ S и h 

Є sh  ̭ h 

Ј  р y 

Ќ  - - 
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Hamzah ()̭ yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika hamzah (̭) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (ô). 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ËϜ Fatah A A 

̴Ϝ Kasrah I I 

Ϝ ammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Ϝ ́  р Fatah dan ya Ai A dan I 

 мę ´ Ϝ Fathah dan wau Lu A dan U 

 

Contoh: 

:  ̲С̶у̲Ъ kaifa,   

  ̲Ь̶н̲к: haula 
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ̲пᴉ ̲ϝᴉ Fatah dan alif atau ya Ǖ a dan garis diatas 

 ̴сᴉ Kasrah dan ya ǭ i dan garis diatas 

 ̳нᴉ ammah dan wau Ȋ u dan garis diatas 

 

Contoh:  

Ϥ̲ϝв : mǕta 

п̲в̲ϼ : ramǕ 

 ̲Э̶у̴Ц : qǭla 

 ̳Ϥн̶̳г̲т : yamȊtu 

D. Ta MarbȊah 

Transliterasi untuk ta marbȊ ah ada dua, yaitu: ta marbȊ ah yang hidup atau 

mendapat harkat fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbȊ ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbȊah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbȊah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

Ьϝ̲У̶АъϜ ̳ϣ̲Ўм̶̲ϼ  : rauỈah al-aἲfǕl 

 ̳ϣ̲г̶Ы̴ϳЮϜ   : al-Ỡikmah 

E. Syaddah (Tasydǭd) 

Syaddah atau tasydǭd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydǭd (   ̮), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ϝ̲зΖϠ̲ϼ  : rabbanǕ 

 Ηϭ̲ϳЮϜ  : al-Ỡajj 

 Ηм̳Ϲ̲К  : óaduwwu 

 Jika huruf р ber- tasydǭd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharakat kasrah (  ̴̮̮ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ǭ). Contoh:  

 ̵с̴Я̲К : Alǭ (bukan óAliyy atau óAly) 

 ̵с̴Ϡ̲Ͻ̲К : Arabǭ (bukan óArabiyy atau óAraby) 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ЬϜ  

(alif lam maóarifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
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dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

 ̳Ёг̶ΖЇЮϜ : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 ϣ̲У̲Ѓ̶Я̲УЮϜ : al-falsafah 

 ̳ϸ̲ы̴ϡЮϜ : al-bilǕdu 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ô) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ̭̳нΖзЮϜ : al-nauô 

 ̶̭̰с̲І : syaiôun 

 ̳ϤϽ̶̴в̳Ϝ : umirtu 

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- 

QurôǕn), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Cơ ὡƛƭņƭ ŀƭπvǳǊΩņƴ 
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!ƭπ{ǳƴƴŀƘ ǉŀōƭ ŀƭπǘŀŘǿơƴ 

 

!ƭπΨLōņǊņǘ Cơ Ψ¦ƳǹƳ ŀƭπ[ŀŦὡ ƭņ ōƛ ƪƘǳὄǹὄ ŀƭπǎŀōŀō 

 

I. Laf Al-JalǕlah () 

Kata ñAllahò yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mu Ǖf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 ̴ ̳е̶т̴ϸ : dǭnullǕh 

Adapun ta marbȊἲah di akhir kata yang disandarkan kepada lafὖ al-

jalǕlah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 ̶с̴Т ̶б̳к ̴ ̴ϣ̲г̶ϲ̲ϼ  : hum fǭ raỠmatillǕh 

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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Contoh: 

²ŀ Ƴņ aǳἤŀƳƳŀŘǳƴ ƛƭƭņ Ǌŀǎǹƭ 

Lƴƴŀ ŀǿǿŀƭŀ ōŀƛǝƴ ǿǳἓƛΨŀ ƭƛƴƴņǎƛ ƭŀƭƭŀȍơ ōƛ .ŀƪƪŀǘŀ ƳǳōņǊŀƪŀƴ  

{ȅŀƘǊǳ wŀƳŀἓņƴ ŀƭπƭŀȍơ ǳƴȊƛƭŀ ŲƘ ŀƭπvǳǊΩņƴ 

bŀἹơǊ ŀƭπ5ơƴ ŀƭπẀǹǎ  

!ōǹ bŀἹǊ ŀƭπCŀǊņōơ  

!ƭπDŀȊņƭơ 

!ƭπaǳƴǉƛȍ Ƴƛƴ ŀƭπṐŀƭņƭ 
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ABSTRAK 

Novan Verdi Hasan, NIM 210201110154, 2024. Analisis Putusan Hakim Dalam 

Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Terhadap Suami Tentara 

Yang Belum Mendapatkan Surat Izin Dari Atasan Perspektif 

Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi), 

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian PNS dan Tentara, Kepastian Hukum. 

Perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur kedalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan untuk tentara diatur kedalam Peraturan 

Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Adapun dalam 

putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan mengenai putusan Majelis Hakim dalam memutuskan 

perkara tersebut terhadap kepastian hukum milik Van Apeldoorn. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif 

dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh 

melalui hasil dokumen berupa hasil putusan Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat 

data yang diperoleh dari leteratur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan 

untuk mendukung analisis. 

Hasil penelian menunjukkan dalam perkara cerai gugat Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut 

sesuai dengan parameter pertama, karena memuat paraturan perundang-undangan 

yang ada. Sedangkan dalam parameter kedua tidak sesuai, karena Majelis Hakim 

dalam memutuskan perkara ini mestinya mempertimbangkan adanya surat 

keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja. Hal tersebut akan 

mengakibatkan kerugian dari pihak Tergugat karena surat izin belum keluar dan 

berakibat akan mendapatkan sanksi administrasi dari tempat Tergugat bekerja. 

Sehingga salah satu parameter belum terpenuhi, yaitu parameter kepastian hukum 

Van Apeldoorn yang kedua. Maka dapat disempukan dalam putusan Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. belum terpenuhinya kepastian hukum milik Van 

Apelldorn, yaitu kapastian hukum berarti keamanan hukum. Akan tetapi hakim 

dilema dengan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap 

pemenuhan hak dari pencari keadilan. 
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ABSTRACT 

Novan Verdi Hasan, NIM 210201110154, 2024. Analysis of Judges' Decisions in 

Civil Servant Divorce Cases Against Military Husbands Who Have 

Not Obtained Permission from Superiors in the Perspective of Legal 

Certainty (Study of Decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi), 

Thesis, Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University Malang. 

Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. 

Keywords: Judges' Decisions, Divorce between Civil Servants and Soldiers, Legal 

Certainty. 

Marriage and divorce for civil servants are regulated in Government 

Regulation Number 45 of 1990. As for soldiers, it is regulated in the Regulation of 

the Commander of the Indonesian National Army Number 50 of 2014. As for 

decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, the Panel of Judges in deciding the 

case did not comply with these provisions. This study aims to describe the decision 

of the Panel of Judges in deciding the case against Van Apeldoorn's legal certainty. 

The research method used is normative juridical research using a case 

approach. Data obtained through the results of documents in the form of Supreme 

Court decisions. In addition, there are data obtained from literature related to the 

research used to support the analysis. 

The results of the research show that in the case of divorce No. 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. The Panel of Judges in deciding the case is in accordance 

with the first parameter, because it contains existing laws and regulations. 

Meanwhile, the second parameter is not appropriate, because the Panel of Judges in 

deciding this case should not ignore the certificate from the superior leadership of 

the workplace agency. This will result in a loss on the part of the Defendant because 

the license has not been issued and will result in administrative sanctions from the 

place where the Defendant works. So that one of the parameters has not been 

fulfilled, namely the second Van Apeldoorn legal certainty parameter. So it can be 

concluded that in Decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Van Apelldorn's 

legal certainty has not been fulfilled, namely legal certainty means legal security. 

However, judges are in a dilemma regarding the principles of fast, simple and low-

cost trials in fulfilling the rights of justice seekers.  
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 ϩϳϡЮϜ ЉЯϷϧЃв 

  .ϹуЧЮϜ бЦϼ .еЃϲ рϸϽуТ дϝТнж210201110154  .2024  .  ϢϝЏЧЮϜ ϤϜϼϜϽЦ ЭуЯϳϦ

  бЮ етϻЮϜ еутϽЫЃЛЮϜ блϮϜмϾϒ ев еуужϹгЮϜ еуУДнгЮϜ ФыА ϝтϝЏЦ сТ

  ϣЂϜϼϸ) сжнжϝЧЮϜ еуЧуЮϜ ϼнЗзв ев блϚϝЂϔϼ ев дϺϖ пЯК ϜнЯЋϳт

  йуЏЦ5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi(  ЬϜнϲцϜ ϣϡЛІ .ϣЮϝЃЮϜ ϩϳϠ .

  .ϭжъϝв ϣувнЫϳЮϜ ϣувыЂшϜ букϜϽϠϖ ЩЮϝв ϝжънв ϣЛвϝϮ ,ϣуЋϷЇЮϜ

 :РϽЇгЮϜ нуϧтϸϒ рмϸ нзтϜϼ  .ϽуϧЃϮϝгЮϜ 

  :ϣуϲϝϧУгЮϜ ϤϝгЯЫЮϜ  еуЧуЮϜ ̪ϸнзϯЮϜм еуужϹгЮϜ еуУДнгЮϜ еуϠ ФыГЮϜ ̪ϢϝЏЧЮϜ аϝЫϲϒ

 сжнжϝЧЮϜ 

  ϣϳϚыЮϜ сТ ϣужϹгЮϜ ϣвϹϷЮϜ сУДнгЮ ϣϡЃзЮϝϠ ФыГЮϜм ϬϜмϿЮϜ бЗзтм

  бЦϼ ϣувнЫϳЮϜ45    аϝЛЮ1990  ЅуϯЮϜ ϹϚϝЦ ϣϳϚъ йгЗзϧТ ̪ϸнзϯЯЮ ϣϡЃзЮϝϠ ϝвϒ .

  бЦϼ  сЃужмϹжшϜ  сзАнЮϜ50    аϝЛЮ2014.  бЦϼ  ϼϜϽЧЮϜ  

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi    ЭϫϧгϦ бЮ ϣуЏЧЮϜ сТ ϥϡЮϜ сТ ϢϝЏЧЮϜ ϣϛук дϗТ

аϝЫϲцϜ иϻлЮ  . ϣуЏЧЮϜ сТ ϥϡЮϜ сТ ϢϝЏЧЮϜ ϣϛук ϼϜϽЦ СЊм пЮϖ ϩϳϡЮϜ Ϝϻк РϹлт

ϣужнжϝЧЮϜ ϣуϲϝзЮϜ ев дϼмϹЯϠϒ дϝТ ϹЎ . 

  ϭлж аϜϹϷϧЂϝϠ рϼϝуЛгЮϜ сжнжϝЧЮϜ ϩϳϡЮϜ ск ϣвϹϷϧЃгЮϜ ϩϳϡЮϜ ϣЧтϽА

 ϤϜϼϜϽЦ ЭЫІ сТ ХϚϝϪнЮϜ ϭϚϝϧж Ьы϶ ев ϝлуЯК ЬнЋϳЮϜ бϦ сϧЮϜ ϤϝжϝуϡЮϜ .ϣЮϝϳЮϜ

  ϤϝуϠϸцϜ ев ϝлуЯК ЬнЋϳЮϜ бϦ ϤϝжϝуϠ Шϝзк ̪ЩЮϺ пЮϖ ϣТϝЎшϝϠм .ϝуЯЛЮϜ ϣгЫϳгЮϜ

 .ЭуЯϳϧЮϜ бКϹЮ аϹϷϧЃгЮϜ ϩϳϡЮϝϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ 

 бЦϼ  ФыГЮϜ  ϣуЏЦ  сТ  йжϒ  ϭϚϝϧзЮϜ  ϤϽлДϒм 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi  ϥϡЮϜ сТ ϢϝЏЧЮϜ ϣϛук ХУϧϦ    Йв ϣуЏЧЮϜ сТ

 дϗТ ̪йЃУж ϥЦнЮϜ сТм .ϣгϚϝЧЮϜ ϱϚϜнЯЮϜм еужϜнЧЮϜ пЯК рнϧϳт йжц ̪ЬмцϜ ϼϝуЛгЮϜ

  дϒ сПϡзт ъ ϣуЏЧЮϜ иϻк сТ ϥϡЮϜ сТ ϢϝЏЧЮϜ ϣϛук дц ̪ϟЂϝзв ϽуО сжϝϫЮϜ ϼϝуЛгЮϜ

  ϢϼϝЃ϶ ЩЮϺ пЯК ϟϦϽϧуЂм .ЭгЛЮϜ дϝЫв ϣЮϝЪнЮ ϝуЯЛЮϜ ϢϸϝуЧЮϜ ев ϢϸϝлЇЮϜ ЭкϝϯϧϦ

К пКϹгЮϜ ϟжϝϮ ев ϣтϼϜϸϖ ϤϝϠнЧК ЩЮϺ пЯК ϟϦϽϧуЂм ϼϹЋт бЮ ϱтϽЋϧЮϜ дц йуЯ

  нкм ХЧϳϧт бЮ ϽутϝЛгЮϜ Ϲϲϒ дϗТ сЮϝϧЮϝϠм .йуЯК пКϹгЮϜ йуТ ЭгЛт рϻЮϜ дϝЫгЮϜ ев

 ϼмϹЯϠϒ дϝУЮ сжϝϫЮϜ сжнжϝЧЮϜ еуЧуЮϜ ϼϝуЛвбЦϼ ϼϜϽЧЮϜ сТ йжϒ ϬϝϧзϧЂϜ еЫгт ЩЮϻЮ .д  

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi    еуЧуЮϜ рϒ дϼмϹЯϠϒ дϝУЮ сжнжϝЧЮϜ еуЧуЮϜ ХЧϳϧт бЮ

.сжнжϝЧЮϜ евцϜ сзЛт сжнжϝЧЮϜ   ϘϸϝϡгϠ ХЯЛϧт ϝгуТ ϣЯЏЛв днлϮϜнт ϢϝЏЧЮϜ дϒ ъϖ

  ϣГуЃϡЮϜм ϣЛтϽЃЮϜ ϣЮϜϹЛЮϜϣЮϜϹЛЮϜ сϡЮϝА ФнЧϲ ̭ϝУтϗϠ ХЯЛϧт ϝгуТ ϣУЯЫϧЮϜ ϣЏУϷзвм.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan menjadi momen bersejarah dalam kehidupan setiap 

individu. Selain sebagai tindakan patuh terhadap perintah Allah Swt dan 

pelaksanaan sunnah Rasulullah saw, pernikahan juga dianggap sebagai cara 

penting untuk menyambungkan garis keturunan.1 Ini adalah manifestasi 

kodrat manusia yang mencari pasangan hidup untuk menjalani 

kehidupannya. Hal ini tak lepas dari sifat manusia yang merupakan makhluk 

sosial, bergantung pada kontribusi dan hubungan dengan orang lain, 

khususnya pasangan hidup. Melalui ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah 

keluarga yang diharapkan membawa kebahagiaan, kasih sayang, dan 

berkah, sesuai dengan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin dan 

lahiriah antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan tidak hanya 

dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dari aspek agama dan sosial. Aspek 

 
1 LƳŀƳ .ǳŘƘƛ {ŀƴǘƻǎƻΣ tŜǘǳŀƘπtŜǘǳŀƘ .ƛƧŀƪ tŀǊŀ [ŜƭǳƘǳǊ bǳǎŀƴǘŀǊŀ ǎŜǇǳǘŀǊ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ 
ό¸ƻƎȅŀƪŀǊǘŀΥ [ŀƪǎŀƴŀΣ нлммύΣ рΦ 
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agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan aspek formal 

menyangkut pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

pencatatan sipil.2 Menurut R. Subekti, perkawinan adalah suatu hubungan 

hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu 

yang lama.3 

Sebagaimana penjelasan dari pasal di atas, maka dapat kita 

simpulkan bahwasanya perkawinan merupakan hakikat menyatunya dua 

kepribadian yang berbeda yang apabila tidak bisa saling mengerti maka 

dapat menimbulkan perceraian. Perceraian sendiri biasanya terjadi 

dikarenakan tidak adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk 

memahami kelemahannya. Keegoisan juga merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya perceraian, karena mereka mengannggap 

bahwa perceraian merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh untuk 

menyelesaikan permasalahan mereka.  

Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri (PNS) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian 

bagi pegawai negeri. PNS yang ingin bercerai harus mendapat izin dari 

atasannya. Ketentuan ini berlaku bagi pejabat publik yang bertindak sebagai 

 
2 bǳǊƘŀȅŀǝΣ ά¢ƛƴƧŀǳŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ .ŀƎƛ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ .ŜǊŘŀǎŀŜƪŀƴ IǳƪǳƳ tƻǎƛǝŦ Řƛ 
LƴŘƻƴŜǎƛŀέ ό¢ŀǊŀƪŀƴΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ .ƻǊƴŜƻΣ нлмтύΣ ƘǧǇǎΥκκǊŜǇƻǎƛǘƻǊȅΦǳōǘΦŀŎΦƛŘκǊŜǇƻǎƛǘƻǊȅκ¦.¢мпπ
лсπнлннπмолнртΦǇŘŦΦ 
3 !ƳƛǊ {ȅŀǊƛŦǳŘŘƛƴΣ IǳƪǳƳ ǇŜǊƪŀǿƛƴŀƴ LǎƭŀƳ Řƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀΥ ŀƴǘŀǊŀ ŬǉƘ ƳǳƴŀƪŀƘŀǘ Řŀƴ ¦ƴŘŀƴƎπ
¦ƴŘŀƴƎ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ όWŀƪŀǊǘŀΥ YŜƴŎŀƴŀΣ нллсύΣ ноΦ 
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Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon dalam perkara perceraian.4 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990. Pada Pasal 3 menjelaskan mengenai para pihak yang 

berperkara (penggugat dan tergugat). Sedangkan Pasal 5 menjelaskan 

mengenai pejabat/atasan dari pihak yang berperkara.  

Adapun tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit 

TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 

50 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Panglima TNI Nomor 

Perpanng/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, percerian dan rujuk 

bagu prajurit. Tata cara perceraian sendiri bagi prajurit TNI diatur dalam 

BAB IV pasal 13 sampai 17 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2014. Pada Pasal 13 menjelaskan mengenai pihak 

penggugat, Pasal 14 menjelaskan mengenai pihak tergugat, Pasal 15 

mengenai tata cara perceraian, Pasal 16 perkara yang dapat menolak 

permohonan, dan pada Pasal 17 membahas mengenai hasil dari putusan 

pengadilan yang berwenang. 

 TNI yang ingin berceria, baik itu cerai talak maupun ceria gugat 

harus mendapatkan persetujuan dari komandan/atasan dari yang 

bersangkutan. Izin perceraian sendiri diberikan apabila tidak bertentangan 

dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Setalah melaksanakan perceraian prajurit TNI harus menyerahkan 

 
4 aǳƘŀƳƳŀŘ LȊȊƛ bŀǳŦŀƭ !ƭπ¢ƘƻŬƴŀΣ ά!ƴŀƭƛǎƛǎ ¸ǳǊƛŘƛǎ ¢ŜǊƘŀŘŀǇ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ 
¢ŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ ό{ǘǳŘƛ tǳǘǳǎŀƴ bƻƳƻǊΥ офртκt5¢ΦDκнлмсκt!Φ{5!ύέ ό{ǳǊŀōŀȅŀΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ 
LǎƭŀƳ bŜƎŜǊƛ {ǳƴŀƴ !ƳǇŜƭΣ нлмуύΦ 
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salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang untuk diserahkan kepada 

pejabat personalia dari kesatuan untuk menyelasaikan administrasi personal 

keuangan.5 Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa prajurit yang 

bercerai akan mengalami pengurangan gaji sejak keputusan hakim 

dikeluarkan.  

PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan melanggar 

kewajiban disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai PP Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat berupa 

hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin 

berat.6 Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI, anggota TNI yang bercerai tanpa 

izin dari atasan dapat dikenakan sanksi administratif militer. Sanksi ini 

dibedakan menjadi dua golongan, golongan pertama merupakan prajurit 

TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan golongan 

kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.7 

Pada awalnya terdapat suami-isteri (suami berprofesi sebagai TNI 

AD sedangkan isteri sebagai PNS), dan isteri yang mengajukan cerai gugat 

 
5 tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ άtŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ 
bƻƳƻǊ рл ¢ŀƘǳƴ нлмп ǘŜƴǘŀƴƎ ¢ŀǘŀ /ŀǊŀ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΣ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ Řŀƴ wǳƧǳƪ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƛǘΣέ tǳōΦ [Φ 
bƻΦ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ όнлмпύΦ 
6 tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ άtŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ ро 
¢ŀƘǳƴ нлмл ǘŜƴǘŀƴƎ 5ƛǎƛǇƭƛƴ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΣέ tǳōΦ [Φ bƻΦ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ 
LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ ро ¢ŀƘǳƴ нлмл ǘŜƴǘŀƴƎ 5ƛǎƛǇƭƛƴ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ όнлмлύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǇŜǊŀǘǳǊŀƴΦōǇƪΦƎƻΦƛŘκ5ŜǘŀƛƭǎκрлтпκǇǇπƴƻπроπǘŀƘǳƴπнлмлΦ 
7 tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ άtŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ 
bƻƳƻǊ мм ¢ŀƘǳƴ нлму ǘŜƴǘŀƴƎ !ŘƳƛƴƛŘǘǊŀǝŦ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƻǘ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣέ tǳōΦ [Φ 
bƻΦ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ όнлмуύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǇŜǊŀǘǳǊŀƴǇŜŘƛŀΦŎƻƳκǇŜǊŀǘǳǊŀƴπǇŀƴƎƭƛƳŀπǘŜƴǘŀǊŀπƴŀǎƛƻƴŀƭπƛƴŘƻƴŜǎƛŀπƴƻƳƻǊπммπǘŀƘǳƴπ
нлмуκІƎƻƻƎƭŜψǾƛƎƴŜǧŜΦ 
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yang diajukan di Pengadilan Agama pada tahun 2020, akan tetapi, keduanya 

belum mendapatkan izin dari atasannya. Hakim memberikan mereka waktu 

untuk mengurus surat keterangan bercerai dari atasan, tetapi satu bulan 

setelahnya isteri mencabut perkara tersebut. Pada bulan Juni 2022 isteri 

mengajukan gugatan lagi terhadap suaminya, dengan alasan tidak ada 

keterbukaan diantara keduanya. Isteri sudah mendapatkan izin melakukan 

perceraian dari instansi tempat dia berkerja, sedangkan suami masih belum 

medapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang 

berwanang di TNI AD dan telah melampaui batas waktu yang telah 

diberikan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim mengabulkan 

gugatan perceraian tersebut.   

Pada waktu persidangan dilaksanakan Tergugat cuma hadir sekali 

dalam persidangan, hal tersebut yang menyebabkan Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan dari Penggugat. Diduga tidak hadirnya Tergugat 

disebaban oleh tidak berkenannya Tergugat atau tidak memungkinkannya 

Tergugat untuk hadir dikarenakan pekerjaannya sebagai tentara diluar kota. 

Dalam hal tersebut Majelis Hakim dirasabimbang dalam memutus perkara 

tersebut dikarenakan tidak hadirnya Tergugat, akantetapi Majelis Hakim 

dituntut untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Disatu sisi, terdapat kepastian hukum yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan (justitiabeln) terhadap tindakan sewenang-
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wenang.8 Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian 

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk 

norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan 

makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua 

orang.  

Terlepas dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut terhadap putusan hakim dengan konsep kepastian 

hukum menurut Van Apeldoorn yang mengabulkan gugatan perceraian 

tanpa adanya surat izin bercerai dari atasan dalam perkara putusan register 

nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian mengenai Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara 

Cerai Gugat Pengawai Negeri Sipil Terhadap Suami Berprofesi Tentara 

Yang Belum Mendapat Surat Izin Dari Atasan Perspektif Kepastian Hukum 

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi) yang mana peneliti 

berfokus mengenai perceraian yang diatur dalam Perma nomor 10 tahun 

1990 dan Perpang TNI nomor 50 tahun 2014 dan pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang ditinjau dengan  Kepastian Hukum menurut 

Van Apeldoorn.  

 
8 aŀǊƎƻƴƻΣ !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳ όWŀƪŀǊǘŀΥ 
{ƛƴŀǊ DǊŀŬƪŀΣ нлноύΣ ммпΦ 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian sebegai berikut: 

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang gugatan cerai dengan suami 

yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya? 

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan 

Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi perspektif kepastian 

hukum menurut Van Apeldoorn? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi 

tentangan gugatan cerai dengan suami yang belum mendapatkan 

surat izin dari atasannya. 

2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap penetapan 

Putusan Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi ditinjau 

menggunakan kepastian hukum menurut Van Apeldoorn. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 
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1. Aspek keilmuan (teoritis),  

Peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai perkara perceraian yang belum 

mendapatkan izin dari atasan ditinjau dari kepastian hukum 

menurut Van Apeldoorn. 

2. Aspek penerapan (praktis),  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian yang 

positif bagi penulis serta pembaca terkait perceraian 

PNS/Tentara yang belum mendapatkan surat izin dari 

atasannya. 

b. Bagi Aktivitas Akademik 

Peneliti juga berharap agar penelitian selanjutnya lebih 

dapat mengembangkan kembali dengan berbagai macam 

metode dan jenis pendekatan yang lebih komprehensif 

dikhususkan mengenai perkara perceraian yang belum 

mendapatkan izin dari atasan. 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan ilmu 

pengetahuan terhadap masyarakatyang berkaitan dengan 

percerian PNS/Tentara yang belum mendapatkan izin 

bercerai dari atasannya, dan menjadi Pelajaran bagi 
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masyarakat agar selalu menjaga kerukunan dalam rumah 

tangganya. 

F. Definisi Konseptual 

Dalam penelitian proposal ini terdapat beberapa kata-kata yang 

perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah untuk dipahami oleh 

pembaca, seperti: 

1. Perceraian 

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara 

suami dengan isteri yang awalnya sah menjadi haram.  

2. Putusan hakim 

Putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan hakim yang 

terdapat dalam ruang sidang, baik berupa tulisan maupun lisan yang 

bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak.  

3. Surat izin dari atasan  

Setiap anggota PNS ataupun prajurit TNI yang mau melakukan 

pernikahan maupun perceraian sudah diatur dalam peraturan setiap 

instansi pemerintahan tersebut. Pada PNS diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pada Tentara diatur dalam 

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 

2014. 

4. Kepastian hukum  



мл 
 
 

 
 
 

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum dari 

suatu negara yang dapat menjamin hak serta kewajiban dari setiap 

warga negara.9 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif, dimana peneliti menganalisa mengenai 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tanpa izin 

atasan. 

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif, dimana 

penulis berusaha menjabarkan secara rinci dan sistematis terkait fakta 

yang ada serta dikaji dengan teori yang berhubungan dengan 

pembahasan pada penelitian tersebut.10 

2. Pendekatan Penelitian  

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan 

kasus (case approach),11 dimana pada penelitian ini membahas 

mengenai kesesuaian antara putusan dengan undang-undang yang 

berlaku serta membandingkan dengan kepastian hukum. Pada penelitian 

ini peneliti menelaah dan mendalami sebuah objek yakni putusan hakim 

Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor Register 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi dengan menganalisis apa alasan hukum yang 

 
9 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммрΦ 
10 bǳǊǎŀƛŀ IŀǊŀƘŀǇΣ tŜƴŜƭƛǘŀƛƴ YǳŀƭƛǘŀǝŦΣ ŎŜǘΦ м όaŜŘŀƴΥ ²ŀƭ !ǎƘǊƛ tǳōƭƛǎƘƛƴƎΣ нлнлύΦ 
11 aǳǊƛ ¸ǳǎǳŦΣ aŜǘƻŘŜ tŜƴŜƭƛǝŀƴΥ tŜƴŜƭƛǝŀƴ YǳŀƴǝǘŀǝŦΣ YǳŀƭƛǘŀǝŦΣ Řŀƴ tŜƴŜƭƛǝŀƴ DŀōǳƴƎŀƴΣ ŎŜǘΦ 
п όWŀƪŀǊǘŀΥ YŜƴŎŀƴŀΣ нлмпύΣ оофΦ 
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digunakan oleh hakim didalam memutuskan sehingga terbentuklah 

putusan tersebut. 

3. Jenis Data dan Bahan Hukum 

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data sekunder, 

dimana peneliti melakukan studi dokumen dan peneliti tidak 

mendapatkan datanya secara langsung (empiris). Peneliti 

mengkategorikan sumber penelitian ini menjadi tiga macam, 

diantaranya: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum/sumber 

hukum utama yang bersifat otoritas. Adapun bahan hukum 

primer dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Salinan Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 

3. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 perubahan 

Peraturan Panglima TNI Perpang/11/VII/2007. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh 

diluar data primer dan menjadi penjelas terhadap bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah 

buku-buku yang berkaitan dengan kepastian hukum, penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap, 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder 

yang memperluas pengetahuan hukum seperti website. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis dalam melakukan penelitiannya dengan cara mengumpulkan 

beberapa bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan melakukan 

pencarian dan pencatatan data dari sumber berupa dokumen, catatan, 

dan fakta yang memiliki hubungan dengan materi yang akan dibahas.12 

5. Metode Pengolahan Bahan 

a. Pemeriksaan Data 

Pada tahap ini, penulis melakukan seleksi atau pemeriksaan 

data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi 

kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, 

penulis dapat memilih data yang relevan dan sesuai dengan tema 

penelitian, khususnya data yang dapat memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan yang terfokus pada putusan hakim dalam 

perkara cerai gugat yang belum mendapatkan izin dari atasan 

prespektif kepastian hukum. 

b. Klasifikasi Data 

 
12 {ǳǘǊƛǎƴƻ IŀŘƛΣ aŜǘƻŘƻƭƻƎƛ ǊŜǎŜŀǊŎƘΥ ǇŜƴǳƭƛǎŀƴ ǇŀǇŜǊ ŬŜƭŘπǎǘǳŘȅΣ ǎƪǊƛǇǎƛΣ ǘƘŜǎƛǎ Řŀƴ ŘƛǎŜǊǘŀǎƛΣ 
±ƻƭǳƳŜ м ό¸ƻƎȅŀƪŀǊǘŀΥ ¸ŀȅŀǎŀƴ tŜƴŜǊōƛǘŀƴ Cŀƪǳƭǘŀǎ ǇǎƛƪƻƭƻƎƛ ¦DaΣ мфтлύΣ осΦ 
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Setelah melalui tahap editing, penulis mengorganisir seluruh 

data yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya 

berdasarkan fokus penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah 

untuk memfasilitasi proses membaca data. Penulis akan 

menyusun data yang telah dikumpulkan sesuai dengan 

perumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu mengenai 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

c. Verifikasi Data 

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah 

dikelompokkan. Penulis akan memverifikasi atau meninjau 

kembali bahan hukum yang diambil dari perpustakaan yang 

berhubungan dengan objek penelitian perceraian tanpa surat izin 

dari atasan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register 

putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. 

d. Analisis Data 

Merupakan fase di mana data dianalisis agar data diperoleh 

bisa mudah untuk dipahami. Data atau bahan hukum yang sudah 

diperoleh kemudian dianalisis dengan konsep kepastian hukum 

tentang perceraian tanpa surat izin dari atasan di Pengadilan 

Agama Banyuwangi dengan register putusan nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. 

e. Kesimpulan (concluding) 
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Dalam tahap ini penulis merangkum jawaban dari hasil 

analisa yang dilakukan, dan kemudian mengelola data yang 

diperoleh dari dokumen seperti peraturan undang-undang dan 

peraturan lain yang bersifat tertulis yang berkaitan dengan 

penelitian. Proses komprehensif yang bertujuan untuk 

merangkum data menjadi informasi yang singkat, padat, dan 

jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. 

H. Penelitian Terdahulu 

Peneliti akan menjelaskan studi-studi sebelumnya yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari 

duplikasi dan memastikan bahwa penelitian ini unik, sambil menyoroti 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Studi-studi 

terdahulu dianggap sebagai referensi potensial bagi peneliti sebelumnya dan 

memberikan pandangan yang diperlukan untuk pertimbangan serta menjadi 

landasan bagi penelitian ini. Untuk memahami dimensi perbedaan dan 

kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan 

perbandingan dari peneliti terdahulu mengenai perceraian Aparatur Sipil 

Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Maharani pada 

tahun 2024 dengan judul ñPerceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin 

Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Bengkulu Nomor 239Pdt.G/2021/PA.Bn)ò, Universitas Islam Negeri 
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Sunan Kalijaga Yogyakarta.13 Jenis penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian Pustaka (Library research), dimana peneliti cenderung 

menggunakan data-data dalam penelitiannya. Jenis pendekatan penelitian 

ini adalah deskriptif-analisis, dimana peneliti menganalisa, 

menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat data yang ia 

teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Nur Afifa Maharani 

dengan penelitian milik penulis adalah penelitiaan miliki Nur Afifa 

Maharani hanya membandingkan dengan PP No. 45 Tahun 1990 dan 

Maslahah Mursalah, sedangkan penelitian milik penulis membandingkan 

dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agnes Sirait pada tahun 2022 

dengan judul ñAnalisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan 

Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)ò, Universitas Medan 

Area.14 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, 

dimana suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, muapun doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan yang 

peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, dimana peneliti menganalisa, 

menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat data yang ia 

teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Agnes Sirait, penelitian 

 
13 bǳǊ !ŬŦŀƘ aŀƘŀǊŀƴƛΣ άtŜǊŎŜǊŀƛŀƴ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ ¢ŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ tŜǊǎǇŜƪǝŦ aŀǎƭŀƘŀƘ 
aǳǊǎŀƭŀƘ ό!ƴŀƭƛǎƛǎ tǳǘǳǎŀƴ tŜƴƎŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀ .ŜƴƎƪǳƭǳ bƻƳƻǊ нофΩtŘǘΦDκнлнмκt!Φ.ƴύέ 
ό¸ƻƎȅŀƪŀǊǘŀΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ LǎƭŀƳ bŜƎŜǊƛ {ǳƴŀƴ YŀƭƛƧŀƎŀΣ нлнпύΣ ƘǧǇǎΥκκŘƛƎƛƭƛōΦǳƛƴπ
ǎǳƪŀΦŀŎΦƛŘκƛŘκŜǇǊƛƴǘκссмфрκΦ 
14 !ƎƴŜǎ {ƛǊŀƛǘΣ ά!ƴŀƭƛǎƛǎ IǳƪǳƳ ¢ŜǊƘŀŘŀǇ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ ¢ŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ .ŀƎƛ !ƴƎƎƻǘŀ ¢bL 
όtŜƴŜƭƛǝŀƴ 5ƛ YƻŘŀƳ Lκ.. aŜŘŀƴύέ όaŜŘŀƴΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ aŜŘŀƴ !ǊŜŀΣ нлннύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǊŜǇƻǎƛǘƻǊƛΦǳƳŀΦŀŎΦƛŘκƧǎǇǳƛκōƛǘǎǘǊŜŀƳκмнопрстуфκмуусмκмκмуупллнпр҈нлπ
҈нл!ƎƴŜǎ҈нл{ƛǊŀƛǘ҈нлπ҈нлCǳƭƭǘŜȄǘΦǇŘŦΦ 
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tersebut hanya berfokus terhadap Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, 

sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan 

Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Saputra pada tahun 

2023 dengan judul ñPelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambiò, Universitas 

Jambi.15 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, 

dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 

permasalahan yang ada disana. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan 

adalah kualitatif dimana peneliti berfokus pada pengamatan dan 

menguraikan hasil wawancara yang dilakukan. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian milik M. Ridho Saputra dengan penelitian milik penulis 

adalah penelitiaan milik M. Ridho Saputra melakukan penelitian dengan 

langsung terjun kelapangan sedangkan penulis meneliti dengan cara 

mengumpulkan beberapa leterasi yang sesuai dengan penelitian yang akan 

disusun. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mumtazinur dan Elvina 

Amanda pada tahun 2020 dengan judul ñProblematika Perceraian Tanpa 

Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisi Putusan Mahkamah Syarôiyah 

Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)ò, Universitas Islam Negeri 

 
15 a wƛŘƘƻ {ŀǇǳǘǊŀΣ άtŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ .ŀƎƛ !ǇŀǊŀǘǳǊ {ƛǇƛƭ bŜƎŀǊŀ ό!{bύ Řƛ tŜƴƎŀŘƛƭŀƴ 
!ƎŀƳŀ {ŜƴƎŜǝ YŀōǳǇŀǘŜƴ aǳŀǊƻ WŀƳōƛέ όWŀƳōƛΣ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ WŀƳōƛΣ нлноύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǊŜǇƻǎƛǘƻǊȅΦǳƴƧŀΦŀŎΦƛŘκрусупκΦ 
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Ar-Raniry Banda Aceh.16 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

yuridis normatif, dimana suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, 

muapun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis 

pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, dimana peneliti 

menganalisa, menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat 

data yang ia teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik 

Mumtazinur dan Elvina Amanda dengan penelitian milik penulis, penelitian 

tersebut hanya berfokus terhadap Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, 

sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan 

Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moch Hilaluddin pada tahun 

2021 dengan judul ñIzin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil 

Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD 

Kabupaten Rembang)ò, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.17 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian lapangan (filed 

research) dimana jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam 

lingkungannya yang alamiah, dan data yang ia peroleh berasal dari 

lapangan. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

 
16 aǳƳǘŀȊƛƴǳǊ aǳƳǘŀȊƛƴǳǊ Řŀƴ 9ƭǾƛƴŀ !ƳŀƴŘŀΣ άtǊƻōƭŜƳŀǝƪŀ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ ǘŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ ōŀƎƛ 
!ƴƎƎƻǘŀ ¢bL ό!ƴŀƭƛǎƛǎ tǳǘǳǎŀƴ aŀƘƪŀƳŀƘ {ȅŀǊΩƛȅŀƘ .ŀƴŘŀ !ŎŜƘ bƻƳƻǊ нфрκtŘǘΦDκнлмфκa{π
.ƴŀύΣέ 9ƭπ¦{w!IΥ WǳǊƴŀƭ IǳƪǳƳ YŜƭǳŀǊƎŀ оΣ ƴƻΦ м όмс !Ǝǳǎǘǳǎ нлнлύΥ осΣ 
ƘǧǇǎΥκκŘƻƛΦƻǊƎκмлΦннотоκǳƧƘƪΦǾоƛмΦтсстΦ 
17 aƻŎƘ IƛƭŀƭǳŘŘƛƴΣ άLȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ 5ŀƭŀƳ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ tŜƴƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ aŜƴǳǊǳǘ ¦ƴŘŀƴƎπ
¦ƴŘŀƴƎ tb{ ό{ǘǳŘƛ Yŀǎǳǎ LȊƛƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ tb{ 5ƛ .Y5 YŀōǳǇŀǘŜƴ wŜƳōŀƴƎύέ ό{ŜƳŀǊŀƴƎΣ 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎ LǎƭŀƳ bŜƎŜǊƛ ²ŀƭƛǎƻƴƎƻΣ нлнмύΣ 
ƘǧǇǎΥκκŜǇǊƛƴǘǎΦǿŀƭƛǎƻƴƎƻΦŀŎΦƛŘκƛŘκŜǇǊƛƴǘκмптпфκмκмтлнлмсмррψah/I҈нлIL[![¦55Lbψ[ŜƴƎƪŀǇ
҈нл¢ǳƎŀǎ҈нл!ƪƘƛǊ҈нлπ҈нлIƛƭŀƭ҈нл¦ŘƛƴΦǇŘŦΦ 
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deskriptif analisis, karena pada penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, 

dimana metode ini memusatkan penyelidikan terhadap cara manusia 

memaknai realitas sosial dari berbagai sudut pandang orang-orang yang 

hidup di dalamnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Moch 

Hilaluddin dengan penelitian milik penulis, penelitian tersebut hanya 

membahas mengenai ketentuan perceraian menurut undang-undang PNS 

saja, sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut 

dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum. 

Berikut gambaran table untuk lebih memudahkan memahami 

perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.  

No Judul  Persamaan  Perbedaan  

1 Nur Afifah Maharani, 

ñPerceraian Pegawai 

Negeri Sipil Tanpa Izin 

Atasan Perspektif 

Maslahah Mursalah 

(Analisis Putusan 

Pengadilan Agama 

Bengkulu Nomor 

239Pdt.G/2021/PA.Bn)ò, 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Skripsi, 

2024. 

Persamaan 

penelitiin ini 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

kesamaan 

objeknya, yaitu 

sama sama 

membahas 

mengenai 

perceraian yang 

belum 

mendapatkan surat 

izin dari atasan. 

Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

membandingkan 

dengan PP No. 45 

Tahun 1990 dan 

Maslahah 

Mursalah, 

sedangkan 

penelitian milik 

penulis 

membandingkan 

dengan Perpang 

TNI No. 50 

Tahun 2014 dan 

kepastian hukum. 

2 Agnes Sirait, ñAnalisis 

Hukum Terhadap 

Perceraian Tanpa Izin 

Atasan Bagi Anggota 

TNI (Penelitian Di 

Persamaan 

penelitiin ini 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

kesamaan 

Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

membandingkan 
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Kodam I/BB Medan)ò, 

Universitas Medan Area, 

Skirpsi, 2022 

objeknya, yaitu 

sama sama 

membahas 

mengenai 

perceraian yang 

belum 

mendapatkan surat 

izin dari atasan. 

dengan Perpang 

TNI No. 50 

Tahun 2014 saja, 

sedangkan 

penelitian milik 

penulis 

membandingkan 

dengan Perpang 

TNI No. 50 

Tahun 2014 dan 

kepastian hukum. 

3 M. Ridho Saputra, 

ñPelaksanaan 

Perceraian Bagi 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Pengadilan 

Agama Sengeti 

Kabupaten Muaro 

Jambiò, Universitas 

Jambi, Skripsi, 2023 

Persamaan 

penelitiin ini 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

kesamaan 

objeknya, yaitu 

sama sama 

membahas 

mengenai 

perceraian yang 

belum 

mendapatkan surat 

izin dari atasan. 

Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

hanya melakukan 

penelitian dengan 

langsung terjun 

kelapangan 

sedangkan 

penulis meneliti 

dengan cara 

mengumpulkan 

beberapa leterasi 

yang sesuai 

dengan penelitian 

yang akan 

disusun. 

4 Mumtazinur dan Elvina 

Amanda, ñProblematika 

Perceraian Tanpa Izin 

Atasan Bagi Anggota 

TNI (Analisi Putusan 

Mahkamah Syarôiyah 

Banda Aceh Nomor 

295/Pdt.G/2019/MS-

Bna)ò, Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda 

Aceh, Artikel Jurnal, 

2020 

Persamaan 

penelitiin ini 

dengan penelitian 

terdahulu adalah 

kesamaan 

objeknya, yaitu 

sama sama 

membahas 

mengenai 

perceraian yang 

belum 

mendapatkan surat 

izin dari atasan. 

Perbedaan dengan 

penelitian 

sebelumnya 

hanya 

membandingkan 

dengan Perpang 

TNI No. 50 

Tahun 2014 saja, 

sedangkan 

penelitian milik 

penulis 

membandingkan 

dengan Perpang 

TNI No. 50 

Tahun 2014 dan 

kepastian hukum. 

5 Moch Hilaluddin, ñIzin 

Atasan Dalam 

Perceraian Pengawai 

Persamaan 

penelitiian ini 

dengan penelitian 

penelitian 

tersebut hanya 

membahas 
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Negeri Sipil Menurut 

Undang-Undang PNS 

(Studi Kasus Izin 

Perceraian PNS Di BKD 

Kabupaten Rembang)ò, 

UIN Walisongo 

Semarang, Skirpsi, 2021 

terdahulu adalah 

sama sama terdapat 

pembahasan yang 

berkaitan dengan 

Undang-Undang 

PNS. 

mengenai 

ketentuan 

perceraian 

menurut undang-

undang PNS saja, 

sedangkan milik 

penulis 

membandingkan 

permasalahan 

tersebut dengan 

Perpang TNI No. 

50 Tahun 2014 

dan kepastian 

hukum. 

  

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sama-sama menjadikan perceraian yang belum 

mendapatkan surat izin dari atasan sebagai objek utama. Namun dalam 

penelitian ini terdapat pembaharuan yaitu mengenai objek pendukung 

berupa Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum menurut 

menurut Van Apeldoorn. 

I. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka 

penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu: 

BAB I (Pertama): Pendahuluan,  

Bab I berfungsi sebagai penyajian gambaran awal penelitian secara 

komprehensif. Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan atau 

kronologi masalah yang menjadi motivasi penulis untuk menginvestigasi 

judul yang dibahas. Setelah membahas latar belakang, disajikan rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian 

literatur terdahulu, dan sistematika penulisan. Semua komponen dalam 

pendahuluan ini akan diuraikan secara berurutan sesuai dengan penyebutan 

di atas. 

BAB II (Kedua) Tinjauan Pustaka.  

Bab II membahas mengenai landasan teori yang berisi tinjauan 

umum dan kerangka teori yang membahas mengenai putusan hakim tentang 

cerai gugat yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya ditinjau dari 

prespektif kepastian hukum. 

BAB III (ketiga) Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

Bab III disajikan dalam bentuk informasi yang diperoleh dari 

sumber data primer dan sekunder, kemudian diikuti dengan proses analisis-

deskriptif. Melalui pendekatan ini, diperoleh jawaban terhadap 

permasalahan yang diajukan oleh peneliti. 

BAB IV (keempat) Penutup. 

Bab IV merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi, yang 

meliputi kesimpulan dan pemaparan secara ringkas, padat, dan jelas terkait 

dengan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk 

poin rumusan. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang diberikan. Selain 

itu, dalam bagian akhir ini disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat hidup peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian secara bahasa dapat diartikan sebagai perpecahan, 

perpisahan, tidak berhubungan.18  Perceraian adalah pilihan terakhir 

yang diambil dalam sebuah rumah tangga ketika masalah-masalah 

tertentu sudah tidak bisa diselesaikan lagi, dan jika dibiarkan berlanjut, 

akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya beserta 

keluarga setempat. Oleh karena itu, keputusan untuk bercerai menjadi 

solusi paling akhir.  

Perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sering kali, norma dan tujuan 

pernikahan diabaikan dan tidak terselesaikan sebagaimana diharapkan 

oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan masalah dalam 

keluarga. Hal ini memicu pertengkaran yang berulang, kehilangan rasa 

kasih sayang, serta munculnya kekhawatiran di antara pasangan, yang 

akhirnya dapat mengarah pada perpisahan.19  

Dalam bugerlijk wetboek Indonesia (BW) perceraian yang 

dimaksud didalamnya merupakan proses pemutusan ikatan perkawinan 

 
18 wŀƳŀŘƘŀƴ {ȅŀƘƳŜŘƛ {ƛǊŜƎŀǊΣ άYŜŀōǎŀƘŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ tŜǊǎǇŜƪǝŦ CƛǉƘ 5ŀƴ ¦ƴŘŀƴƎπǳƴŘŀƴƎ bƻΦ м 
¢ŀƘǳƴ мфтпΣέ WǳǊƴŀƭ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǎΦ LǎƭŀƳ bŜƎŜǊƛ {ǳƳŀǘŜǊŀ ¦ǘŀǊŀ оΣ ƴƻΦ м όнлмтύΣ 
ƘǧǇΥκκƧǳǊƴŀƭΦǳƛƴǎǳΦŀŎΦƛŘκƛƴŘŜȄΦǇƘǇκŀǎǎŀƛǎκŀǊǝŎƭŜκǾƛŜǿκwŀƳŀŘƘŀƴ҈нл{ȅŀƘƳŜŘƛΦ 
19 bŜƴƎ ¸ŀƴƛ bǳǊȅŀƴƛΣ IǳƪǳƳ tŜǊŘŀǘŀ ό.ŀƴŘǳƴƎΥ tǳǎǘŀƪŀ /ŜǊƛŀΣ нлмуύΣ мптΦ 
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yang dilakukan oleh negara yaitu pejabat catatan sipil atau petugas lain 

yang bertugas dibidangnya. Dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 

menyatakan putusnya ikatan perkawainan disebabkan oleh kematian, 

perceraian dan keputusan hakim.20 

Oleh karena itu, jika suami istri berniat mengakhiri hubungan 

melalui perceraian, mereka harus mengikuti prosedur yang diatur dalam 

BW. Untuk memulai proses perceraian atau pemisahan tempat tinggal 

dengan alasan tertentu, terlebih dahulu diperlukan izin dari ketua mejelis 

di pengadilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hal perceraian, 

BW sangat menjunjung tinggi prinsip keabadian perkawinan. Dalam 

proses perceraian hakim turut adil dalam mendamaikan suami dan isteri 

yang bertujuan untuk memperkecil terjadinya perceraian. 

Andika dan Fauzan menyatakan, perceraian merupakann proses 

terputusnya ikatan dimana disebakan satu maupun kedua belah pihak 

untuk memutuskan berpisah dengan cara bercerai. Ikatan suami dan 

isteri tersebut terputus baik dalam kewajiban maupun tanggung jawab, 

termasuk juga permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga 

tersebut.21 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Dasar hukum perceraian dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dalil mengenai perceraian, khususnya 

 
20 LȊȊƛ bŀǳŦŀƭ !ƭπ¢ƘƻŬƴŀΣ άƘǧǇΥκκŘƛƎƛƭƛōΦǳƛƴǎŀΦŀŎΦƛŘκнотлуκΦέ 
21 ¢ƻƘŀ !ƴŘƛƪƻ Řŀƴ CŀǳȊŀƴ CŀǳȊŀƴΣ ά5ƛƭŜƳŀ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ {ǳŀƳƛ aǳǎƭƛƳ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ Řƛ 
tǊƻǇƛƴǎƛ .ŜƴƎƪǳƭǳΣέ !ƭπ¦ƭǳƳ мфΣ ƴƻΦ м όм Wǳƴƛ нлмфύΥ млоςнуΣ 
ƘǧǇǎΥκκŘƻƛΦƻǊƎκмлΦолслоκŀǳΦǾмфƛмΦтптΦ 
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terkait cerai talaq, terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah 

Al-Baqarah ayat 231: 

  ̲ъ̲м Ṝ ̱Рм̳Ͻ̶Л̲г̴Ϡ Ζе̳кн̳ϲ̴̵Ͻ̲Ђ ̶м̲ϒ ̱Рм̳Ͻ̶Л̲г̴Ϡ Ζе̳кн̳Ы̴Ѓ̶в̲ϓ̲Т Ζе̳л̲Я̲Ϯ̲ϒ ̲е̶П̲Я̲ϡ̲Т ̲̭ϝ̲Ѓ̴̵зЮϜ ̳б̳ϧ̶ЧΖЯ̲А Ϝ̲Ϻ̴ϖ̲м

 ̳к ̴Ζ ̴Ϥϝ̲тϐ Ϝм̳ϻ̴ϷΖϧ̲Ϧ ̲ъ̲м Ṝ ̳й̲Ѓ̶У̲ж ̲б̲Я̲Д ̶Ϲ̲Ч̲Т ̲Щ̴Юᴛ̲Ϻ ̶Э̲Л̶У̲т ̶е̲в̲м Ṝ Ϝм̳Ϲ̲ϧ̶Л̲ϧ̴Ю Ϝ̯ϼϜ̲Ͻ̴Ў Ζе̳кн̳Ы̴Ѓ̶г̳Ϧ  Ṝ Ϝ̯м̳Ͽ

  Ϝн̳ЧΖϦϜ̲м Ṝ ̴й̴Ϡ ̶б̳Ы̳З̴Л̲т ̴ϣ̲г̶Ы̴ϳ̶ЮϜ̲м ̴Ϟϝ̲ϧ̴Ы̶ЮϜ ̲е̴в ̶б̳Ы̶у̲Я̲К ̲Ь̲Ͽ̶ж̲ϒ ϝ̲в̲м ̶б̳Ы̶у̲Я̲К ̴Ζ ̲ϥ̲г̶Л̴ж Ϝм̳Ͻ̳Ъ̶ϺϜ̲м ̲Ζ 

)̰бу̴Я̲К ̶̱̭с̲І ̴̵Э̳Ы̴Ϡ ̲Ζ Ζд̲ϒ Ϝн̳г̲Я̶КϜ̲м231(  

 

ñApabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir 

masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu 

menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga 

kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia 

sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan 

ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah 

nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qurôan) dan Hikmah (Sunah), untuk 

memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatuò. (QS. Al-Baqarah (1): 231).22  

 

Dalam hukum yuridis, perceraian juga diatur dalam sejumlah 

peraturan tertulis, di antaranya: 

a. Pasal 38ï41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

b. Pasal 14ï36 Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 

c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang diatur dalam Bab XVI mengenai putusnya 

perkawinan dan Bab XVII mengenai akibat dari putusnya 

perkawinan. 

 
22 ¢ƛƳ tŜƴȅŜƳǇǳǊƴŀŀƴ ¢ŜǊƧŜƳŀƘŀƴ !ƭπvǳǊΩŀƴ όнлмсπнлмфύΣ ά!ƭπvǳǊΩŀƴ Řŀƴ ¢ŜǊƧŜƳŀƘŀƴƴȅŀ 9Řƛǎƛ 
tŜƴȅŜƳǇǳǊƴŀŀƴ нлмфέ όWŀƪŀǊǘŀΥ [ŀƧƴŀƘ tŜƴǘŀǎƘƛƘŀƴ aǳǎƘŀŦ !ƭπvǳǊΩŀƴΣ нлмфύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǇǳǎǘŀƪŀƭŀƧƴŀƘΦƪŜƳŜƴŀƎΦƎƻΦƛŘκŘŜǘŀƛƭκморΦ 
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d. Pasal 65ï91 dalam Bab berita acara bagian kedua tentang 

pemeriksaan sengketa perkawinan pada Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan tata 

cara pemeriksaan sengketa perkawinan. 

3. Jenis-Jenis Percerian  

a. Cerai Talaq 

Talaq secara bahasa berarti pelepasan sebuah ikatan, dan secara 

umum dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan yang dilakukan 

oleh pihak laki-laki atau suami melalui putusan seorang hakim. 

Dengan demikian, cerai talaq adalah bentuk perceraian yang 

diajukan oleh suami terhadap istrinya.23 Seperti yang dijelaskan di 

dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230: 

 ̲г̴л̶у̲Я̲К ̲ϰϝ̲з̳Ϯ ̲ы̲Т ϝ̲л̲ЧΖЯ̲А д̴ϗ̲Т ṙ ṧ̳и̲Ͻ̶у̲О ϝ̯Ϯ̶м̲Ͼ ̲ϱ̴Ыз̲Ϧ ᴛпΖϧ̲ϲ ̳Ϲ̶Л̲Ϡ Ṥе̴в ṧ̳й̲Ю ΗЭ̴ϳ̲Ϧ ̲ы̲Т ϝ̲л̲ЧΖЯ̲А д̴ϗ̲Т д̲ϒ ᴘϝ

 Ṥ̱а̶н̲Ч̴Ю ϝ̲л̳з̴̵у̲ϡ̳т ̴Ζᴜ ̳ϸм̳Ϲ̳ϲ ̲Щ̶Я̴Ϧ̲м ṙ ̴Ζᴜ ̲ϸм̳Ϲ̳ϲ ϝ̲гу̴Ч̳т д̲ϒ ᴘϝΖз̲Д д̴ϖ ᴘϝ̲Л̲ϮϜ̲Ͻ̲ϧ̲т ̲дн̳г̲Я̶Л̲т)230(  

ñJika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), 

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah 

dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah 

menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama 

dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya 

menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-

orang yang (mau) mengetahui.ò24 

Cerai talaq dijelaskan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 

yang artinya ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan majelis 

 
23 5Ŝǎƛ !ǎƳŀǊŜǘΣ άt9w/9w!L!b a9[![¦L a95L! {h{L![ όa95{h{ύΣέ a9b!w!Υ ƛƭƳǳ ·LLΣ ƴƻΦ с όWǳƭƛ 
нлмуύΥ моΦ 
24 ά!ƭπvǳǊΩŀƴ Řŀƴ ¢ŜǊƧŜƳŀƘŀƴƴȅŀ 9Řƛǎƛ tŜƴȅŜƳǇǳǊƴŀŀƴ нлмфΦέ 
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hakim di dalam ruang sidang pengadilan agama yang menyebabkan 

putusnya perkawinan.25 

Cerai talaq sendiri di bagi menjadi dua, yaitu talaq rajôi dan talaq 

baôin yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat 

diartikan sebagai hak dari suami untuk melakukan pengajuan 

perceraian terhadap isterinya.  

b. Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap 

suami. Dasar hukum cerai gugat diatur dalam Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 20 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut 

menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan oleh suami atau istri, 

atau kuasanya, ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup 

tempat kediaman tergugat.26  Menurut Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tentang cerai gugat, disebutkan bahwa gugatan 

perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus diajukan ke 

pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat 

 
25 LȊȊƛ bŀǳŦŀƭ !ƭπ¢ƘƻŬƴŀΣ άƘǧǇΥκκŘƛƎƛƭƛōΦǳƛƴǎŀΦŀŎΦƛŘκнотлуκΦέ 
26 tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ άtŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ ф ¢ŀƘǳƴ мфтр 
ǘŜƴǘŀƴƎ tŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ¦ƴŘŀƴƎπ¦ƴŘŀƴƎ bƻƳƻǊ м ¢ŀƘǳƴ мфтп ¢ŜƴǘŀƴƎ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΣέ tǳōΦ [Φ bƻΦ 
tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ bƻƳƻǊ ф ¢ŀƘǳƴ мфтр όмфтрύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǇŜǊŀǘǳǊŀƴΦōǇƪΦƎƻΦƛŘκ5ŜǘŀƛƭǎκстстуκǇǇπƴƻπфπǘŀƘǳƴπмфтрΦ 
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tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin 

suami.27 

Dalam cerai gugat terdapat istilah khuluô yang diartikan sebagai 

perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri untuk suami dan 

dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaô ayat 128:  

  ϝ̲г̳л̲з̶у̲Ϡ ϝ̲ϳ̴Я̶Ћ̳т д̲ϒ ᴘϝ̲г̴л̶у̲Я̲К ̲ϰϝ̲з̳Ϯ ̲ы̲Т ϝṮ̯ЎϜ̲Ͻ̶К̴ϖ ̶м̲ϒ Ϝ̯Ͼн̳Ї̳ж ϝ̲л̴Я̶Л̲Ϡ Ṥе̴в ̶ϥ̲Тϝ̲϶ ̰Ϣ̲ϒ̲Ͻ̶вᴜ ̴д̴ϖ̲м

 ̲г̴Ϡ ̲дϝ̲Ъ ̲Ζᴜ Ζд̴ϗ̲Т ṡϜн̳ЧΖϧ̲Ϧ̲м ṡϜн̳з̴Ѓ̶ϳ̳Ϧ д̴ϖ̲м Ṝ ΖϱΗЇЮᴜ ̳Ё̳Уж̶̲цᴜ ̴ϤϽ̴̲Џϲ̶̳ϒ̲м ṙ Ṯ̰Ͻ̶у̲϶ ̳ϱ̶ЯΗЋЮᴜ̲м Ṝ ϝṮ̯ϳ̶Я̳Њ ϝ

)ϜṮ̯Ͻу̴ϡ̲϶ ̲дн̳Я̲г̶Л̲Ϧ128 (  

ñJika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu 

berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 

tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang 

kamu kerjakan.ò 

 

Perceraian yang dilakuakn secara khuluô mengakibatkan 

mantan suami tidak bisa rujuk dan menambahkan talaq swaktu masa 

iddah sehingga suami hanya diperbolehkan kawin lagi atau kembali 

dengan akad baru.28 

B. Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Reformasi hukum awal mula terjadi pada masa perubahan konstitusi 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyebabkan 

 
27 !ōŘǳƭ aŀƴŀƴΣ tƻƪƻƪπtƻƪƻƪ IǳƪǳƳ tŜǊŘŀǘŀΥ ²ŜǿŜƴŀƴƎ tŜǊŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀ όWŀƪŀǊǘŀΥ wŀƧŀ 
DǊŀŬƴŘƻ tŜǊǎŀŘŀΣ нллнύΣ рмΦ 
28 LȊȊƛ bŀǳŦŀƭ !ƭπ¢ƘƻŬƴŀΣ άƘǧǇΥκκŘƛƎƛƭƛōΦǳƛƴǎŀΦŀŎΦƛŘκнотлуκΦέ 
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berpengaruhnya fungsi dan wewenang para lembaga Negara, termasuk 

ke dalamnya lembaga yudikatif. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 yang 

dimana memberikan jaminan atas independensi lemabaga kekuasaan 

kehakiman guna menyelenggarakan peradilan atas nama hukum dan 

keadilan.29 Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan 

pengadilan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara di peradilan. 

Oleh sebab itu, diharapkan bagi pihak yang berperkara untuk 

mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.  

Andi Hamzah berpendapat yang dia kutib dari Abdul Manan, 

putusan dapat didefinisikan sebagai: ñhasil atau kesimpulan dari 

perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat 

berbentuk tertulis maupun lisanò. Sedangkan menurut Sudikno putusan 

didefinisikan sebagai: ñsuatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang 

yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara 

atau sengketa antara pihak yang berperkaraò.30 

Ahmad Mujahidin berpendapat dalam bukunya yang berjudul 

Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut: 

 

 ñPutusan pengadilan tidak hanya memuat alasan serta dasar 

putusan, akan tetapi terdapat pasal terkait yang memuatnya, atau 

aturan perundang-undangan yang terkait maupun sumber hukum 

yang tidak tertulis yang dibuat dasar untuk mengadili. Selain hal 

 
29 aΦ !ǳƴǳƭ IŀƪƛƳ Řŀƴ {ƘŜƛƭŀ YǳǎǳƳŀ ²ŀǊŘŀƴƛ !ƳƴŜǎǝΣ άtǊƻōƭŜƳŀǝƪŀ tŜƴŀƴƎŀƴŀƴ DǳƎŀǘŀƴ 
tŜǊōǳŀǘŀƴ aŜƭŀƴƎƎŀǊ IǳƪǳƳ ƻƭŜƘ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όƻƴǊŜŎƘǘƳŀǝƎŜ ƻǾŜǊƘŜƛŘǎŘŀŀŘύ ǇŀŘŀ tŜǊŀŘƛƭŀƴ 
¢ŀǘŀ ¦ǎŀƘŀ bŜƎŀǊŀΣέ 5Ŝ WǳǊŜΥ WǳǊƴŀƭ IǳƪǳƳ Řŀƴ {ȅŀǊΩƛŀƘ мпΣ ƴƻΦ м όнф Wǳƴƛ нлннύΥ мнрςофΣ 
ƘǧǇǎΥκκŘƻƛΦƻǊƎκмлΦмууслκƧπŦǎƘΦǾмпƛмΦмруооΦ 
30 bǳǊƭŜƴ !ŦǊƛȊŀΣ ά¢ŀƘŀǇπ¢ŀƘŀǇ 5ŀƭŀƳ aŜƳōǳŀǘ tǳǘǳǎŀƴΣέ ŘŀƭŀƳ ¢ŀƘŀǇπ¢ŀƘŀǇ 5ŀƭŀƳ aŜƳōǳŀǘ 
tǳǘǳǎŀƴ όtŜƴƎŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀ tŀŘŀƴƎΣ мн bƻǾŜƳōŜǊ нлмуύΣ ƘǧǇǎΥκκǿǿǿΦǇŀπ
ǇŀŘŀƴƎΦƎƻΦƛŘκŘŜǘŀƛƭǇƻǎǘκǘŀƘŀǇπǘŀƘŀǇπŘŀƭŀƳπƳŜƳōǳŀǘπǇǳǘǳǎŀƴΦ 
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tersebut, tidak lupa setiap putusan yang telah diputus maka akan 

ditandatangani oleh majelis hakim dan penitera yang ikut dalam 

persidangan tersebutò.31 

Terdapat dua tipologi perkara dalam hukum acara peradilan agama, 

diantara perkara permohonan dan terdapat perkara gugatan. Dalam 

tipologi perkara permohonan, perkara diadili oleh pengadilan dengan 

produk akhirnya berupa penetapan. Sedangkan untuk tipologi perkara 

gugatan, menghasilkan produk akhir berupa putusan.32 

2. Macam-macam putusan hakim 

Dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 Rbg dijelaskan 

mengenai pembagian putusan menjadi dua, diantaranya putusan (tussen 

vonnis) dan putusan akhir (eind vonnis). Jenis-jenisnya meliputi: 

a. Putusan sela (tussen vonnis) 

Putusan sela dapat diartikan sebagai putusan yang dilakukan 

sebelum adanya putusan akhir (eind vonnis). Putusan sela 

merupakan cara untuk mempermudah dalam kelanjutan perkara. 

Adapun ciri-ciri dari putusan sela sebagai berikut: 

1) Putusan sela preparatoir (putusan persiapan akhir), 

merupakan putusan yang tidak berpengaruh terhadap 

pokok perkara. Adapun contoh dari putusan prepatoir 

merupakan gabungan dua perkara, menolak diundurnya 

pemeriksaan terhadap saksi. 

 
31 !ƘƳŀŘ aǳƧŀƘƛŘƛƴΣ tŜƳōŀƘŀǊǳŀƴ IǳƪǳƳ !ŎŀǊŀ tŜǊŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀ ό.ƻƎƻǊΥ DƘŀƭƛŀ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ 
нлмпύΣ ннуΦ 
32 LȊȊŀǘǳƭ ²ŀŦŀΩ wŀƘƳŀƴƛȅŀƘΣ ά¢ƛƴƧŀǳŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ¢ŜǊƘŀŘŀǇ tǳǘǳǎŀƴ tŜƳōŀƎƛŀƴ IŀǊǘŀ 
.ŜǊǎŀƳŀ 5ŀƭŀƳ {ǘŀǘǳǎ Iŀƪ ¢ŀƴƎƎǳƴƎŀƴ tŜǊǎǇŜƪǝŦ aŀǎƭŀƘŀƘ aǳǊǎŀƭŀƘ ό{ǘǳŘƛ tǳǘǳǎŀƴ bƻƳƻǊ 
молκtŘǘΦDκнлмфκt!ΦDǎΦύέ όŜǘƘŜǎŜǎ ǳƛƴ ƳŀƭŀƴƎΣ нлнлύΣ ƘǧǇΥκκŜǘƘŜǎŜǎΦǳƛƴπ
ƳŀƭŀƴƎΦŀŎΦƛŘκмфснфκмκwŀƘƳŀƴƛȅŀƘ҈н/҈нлLȊȊŀǘǳƭ҈нл²ŀŦŀ҈нтπмснмлмосΦǇŘŦΦ 
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2) Putusan interluctoir (putusan yang memberikan pengaruh 

terhadap putusan akhir). Adapun contohnya pemeriksaan 

setempat, putusan yang memberikan perintah kepada 

salah satu pihak untuk melaksanakan pembuktian. 

3) Putusan provisional merupakan putusan yang berfungsi 

untuk menjawab tuntutan provisional atau permintaan 

pihak yang bersangkutan untuk sementara waktu diadakan 

tindakan pendahuluan untuk kepantingan salah satu pihak 

berperkara, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Adapun 

contohnya yaitu putusan yang berisi perintah dari salah 

satu pihak supaya menghentikan pembangunan diatas 

tanah obyek sengketa.33 

4) Putusan insidentil merupakan putusan yang berhubungan 

dengan suatu kejadian dan dapat mempengaruhi dalam 

peradilan. Adapun contohnya, terdapat gugatan intervensi 

dan putuan insidentil dalam sita jaminan.34 

b. Putusan akhir (eind vonnis) 

Putuan akhir dapat diartikan sebagai putusan yang bertujuan 

untuk mengakhiri persengketaan dalam tingkat peradilan. 

Dalam putusan akhir memiliki ciri-ciri sebagai berikut:35 

 
33 ²ƛƭƭŀƴ ²ŀƘȅǳƴƛΣ άaŜƴƎŜƴŀƭ tǳǘǳǎŀƴ {Ŝƭŀ Řŀƴ CǳƴƎǎƛƴȅŀΣέ ŘŀƭŀƳ aŜƴƎŜƴŀƭ tǳǘǳǎŀƴ {Ŝƭŀ Řŀƴ 
CǳƴƎǎƛƴȅŀ όI¦Y¦a hb[Lb9Φ/haΣ hƪǘƻōŜǊ нлноύΣ 
ƘǧǇǎΥκκǿǿǿΦƘǳƪǳƳƻƴƭƛƴŜΦŎƻƳκōŜǊƛǘŀκŀκǇǳǘǳǎŀƴπǎŜƭŀπƭǘсоруŦтрōоуфŜнΦ 
34²ƛƭƭŀƴ ²ŀƘȅǳƴƛΣ aŜƴƎŜƴŀƭ tǳǘǳǎŀƴ {Ŝƭŀ Řŀƴ CǳƴƎǎƛƴȅŀΣ ŘƛŀƪǎŜǎ ǇŀŘŀ ǘŀƴƎƎŀƭ мн hƪǘƻōŜǊ нлнпΣ 
ƘǧǇǎΥκκǿǿǿΦƘǳƪǳƳƻƴƭƛƴŜΦŎƻƳκōŜǊƛǘŀκŀκǇǳǘǳǎŀƴπǎŜƭŀπƭǘсоруŦтрōоуфŜн 
35 aǳƧŀƘƛŘƛƴΣ tŜƳōŀƘŀǊǳŀƴ IǳƪǳƳ !ŎŀǊŀ tŜǊŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀΣ нонΦ 
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1) Putusan kondemnatoir (condemnatoir vonnis), merupakan 

putusan yang bersifat menghukum. Sebagai contohnya 

adalah membebankan kepada pihak tergugat untuk 

membayar denda yang telah ditetapkan. 

2) Putusan kontitutif (constitutieve vonnis), merupakan 

putuan yang bersifat menciptakan adanya keadaan hukum 

yang baru. Dapat dicontohkan dalam perkara perkawinan 

dimana adanya perbedaan status sebelum dan sesudah 

terjadinya putusan dilakukan. 

3) Putusan deklator (declaratoir vonnis), merupakan putusan 

yang bersifat menjelaskan atau menetapkan. Adapun 

contohnya, ketika mejelis menetapakan bahwa pernikahan 

yang dilakuakan pemohoan dengan isterinya merupakan 

pernukahan yang sah di mata hukum, dan mengakibatkan 

anak yang lahir dari pernikahan tersebut sah yang 

disebabkan oleh pernikahan yang sah tersebut.  

4) Putusan kontradiktoir (contradictoir vonnis), merupakan 

putusan yang dibuat dimana pihak penggugat pernah hadir 

dalam persidangan. Adapun contohnya apabila pihak 

penggugat hadir dalam sidang pertama dan tidak pernah 

hadir lagi dalam sidang, maka majelis hakim memutus 

perkara tersebut secara contradictoir. 
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5) Putusan verstek (verstek vonnis), merupakan putusan 

yang diambil dimana pihak tergugat tidak menghadiri 

persidangan sama sekali meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut. Adapun contohnya adalah dimana majelis 

hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, akan tetapi 

pihak tergugat sama sekali tidak hari. Maka hakim 

mangabulkan gugatan dari pihak penggugat kecuali 

gugatan tersebut melawan hak dan tidak beralalasan. 

6) Putusan gugur, putusan dianggap gugur ketika pihak 

penggugat mengajukan gugatannya akan tetapi pihak 

penggugat sama sekali tidak hadir dalam sidang sama 

sekali walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. 

3. Kekuatan putusan hakim 

Dalam persidangan, kekuatan putusan hakim terbagi menjadi 

beberapa jenis, diantaranya:36 

a. Kekuatan mengikat, dapat diartikan sebagai putusan yang 

berakibat kepada penggugat maupun tergugat. Adapun 

fungsinya adalah untuk mengikat hak secara paksa, akan tetapi 

dalam putusan peradilan memerlukan akta autentik yang dapat 

menetapkan hak tersebut. 

b. Kekuatan pembuktian, dapat diartikan sebagai bentuk dari akta 

autentik, yang bertujuan sebagai penguat alat bukti dari para 

 
36 aǳƧŀƘƛŘƛƴΣ tŜƳōŀƘŀǊǳŀƴ IǳƪǳƳ !ŎŀǊŀ tŜǊŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀΣ нооΦ 
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pihak. Hal ini sering kali oleh para pihak digunakan untuk 

melakukan upaya hukum. 

c. Kekuatan eksekutorial, dapat diartikan sebagai putusan hakim 

yang bersifat final. Hal ini sering berupa ketetapan yang 

ditetapkan oleh hakim, dan harus dipatuhi oleh para pihak 

bersifat paksaan.  

Dalam Pasal 4 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan 

bahwa isi putusan menyatakan sumpah terhadap keadilan kapada 

tuhan, ñDemi Keadilam Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esaò, 

dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sangat absolut yang 

memberikan kekuatan eksekutor terhadap suatu putusan.37 

C. Perceraian PNS Dan Tentara 

1. Perceraian PNS 

Bagi PNS yang hendak mengajukan gugtan atau permohonan cerai 

harus memperhatikan aturan yang berlaku seperti yang di jelaskan salam 

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan dan 

peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan 

perceraian bagi PNS, Surat Edaran Kepada BAKN nomor: 48/SE/1990 

tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 

1990. Jadi dapat diartikan bahwa setiap PNS yang beragama Islam yang 

 
37 aǳƧŀƘƛŘƛƴΣ tŜƳōŀƘŀǊǳŀƴ IǳƪǳƳ !ŎŀǊŀ tŜǊŀŘƛƭŀƴ !ƎŀƳŀΣ нопΦ 
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akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus memperoleh 

surat izin bercerai terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan.38 

Adapun alasan yang melatar belakangi permohonan izin perceraian 

kapada atasan yang berwanang, diantaranya: 

a. Salah satu berbuat zina yang dibuktikan dengan: a. Keputusan 

Pengadilan, b. Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan itu, 

yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat, c. 

Perzinaan itu diketahui oleh (suami dan isteri) dengan 

tertangkap tangan dan segera melaporkannya. 

b. Salah satu pihak merupakan pemabok, pejudi yang sulit 

disembuhkan yang dibuktikan dengan a. Surat pernyataan dari 

dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan 

itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat, b. 

surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan hasil 

pemeriksaan, yang bersangkutan menjadi pemabok pejabat 

yang sukar disembuhkan. 

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sekurang-kurangnya 

2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 

yang sah atau diluar kemampuannya atau kemauannya. 

 
38 !ƴŘƛƪƻ Řŀƴ CŀǳȊŀƴΣ ά5ƛƭŜƳŀ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ {ǳŀƳƛ aǳǎƭƛƳ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭ Řƛ tǊƻǇƛƴǎƛ 
.ŜƴƎƪǳƭǳΦέ 
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d. Salah satu pihak menerima hukuman kurungan penjara 

sekurang-kurangnya 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 

berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung 

dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan Visume et 

Repertum dari dokter pemerintahan. 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

bertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam 

rumah tangga, yang dibuktikan surat pernyataan dari Kepala 

Daerah/Kepala Kelurahan dan di sahkan oleh camat. 

Adapun penjelasan dari pasal 3 ayat 1 PP No. 45/1990,39 ketentuan 

tersebut berlaku untuk setiap PNS yang akan melakukan perceraian, 

yaitu PNS yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin 

dari pejabat yang berwenang.  

Dalam pasal 3 ayat 2 PP No. 45 tahun 1990 dijelaskan juga 

permintaan izin cerai diajukan oleh pihak tergugat terhadap pejabat 

yang berwenang secara tertulis melalui saluran hierarki, dan untuk 

pihak tergugat sendiri wajib memberitahukan adanya gugatan 

 
39 tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ άtŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ пр ¢ŀƘǳƴ мффл 
ǘŜƴǘŀƴƎ tŜǊǳōŀƘŀƴ !ǘŀǎ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ bƻƳƻǊ мл ¢ŀƘǳƴ мфуо ¢ŜƴǘŀƴƎ LȊƛƴ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ 
5ŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ .ŀƎƛ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΣέ tǳōΦ [Φ bƻΦ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ пр 
¢ŀƘǳƴ мффл όмффлύΣ ƘǧǇǎΥκκǇŜǊŀǘǳǊŀƴΦōǇƪΦƎƻΦƛŘκ5ŜǘŀƛƭǎκслфрфκǇǇπƴƻπпрπǘŀƘǳƴπмффлΦ 
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perceraian melalui saluran hierarki selambat-lambatnya enam hari kerja 

dihitung setelah menerima gugatan secara tertulis. Pemberian tenggat 

waktu tersebut telah di atur ke dalam pasal 5 ayat 3 PP No. 45 tahun 

1990 mengenai kewajiban mengenai pertimbangan dan meneruskan 

kepada pejabat yang berwanang.  

Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS untuk melakukan 

perceraian dan atau beristeri dari seseorang, wajib memberikan 

pertimbangan dan meneruskan terhadap kepala pejabat selambat-

lambatnya 3 bulan melalui saluran hierarki terhitung dari ia menerima 

permintaan izin. 

 Dari penjelasan pasal yang mengatur mengenai jengka waktu 

terkait izin perceraian diatas dibagi menjadi dua, diantaranya: 

a. PNS yang menjadi pihak tergugat harus memberitahukan 

selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima gugatan terhadap 

pejabat berwanang. 

b. Atasan memberikan pertimbangan serta meneruskannya 

terhadap pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki 

dengan tenggang waktu 3 bulan setalah ia memperoleh 

permintaan dari PNS yang mengajukan surat izin tersebut.  

PNS yang mengajukan surat izin dari atasan harus mengajukan 

permohonan izin secara tertulis terhadap pejabat yang berwanang 

dengan mencantumkan alasan yang jelas. Akan tetapi apabila yang 
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mengajukan gugatan bukan dari PNS dan pihak tergugat merupakan 

PNS, maka yang bersangkutan harus melaporkan keadaan rumah 

tangga yang akan melakukan perceraian terhadap atasan dari pasangan 

dari PNS yang bersangkutan. 

Adapun sanksi yang terjadi apabila PNS yang melanggar ketentuan 

tersebut terbagi menjadi 3, diantaranya hukuman disiplin ringan, 

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Hukuman 

disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan 

tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan 

kenaikan gaji, penundaan kenaikan jabatan, dan penurunan jabatan. 

Hukum dispilin berat berupa penurunan pangkat, pemindahan tempat 

dinas, pembebasan jabatan, pemberhentian baik secara hormat maupun 

tidak hormat.40  

2. Percerian Tentara 

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

tidak semudah perceraian pada masyarakat umum. Sebelum bercerai, 

anggota TNI diwajibkan untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan 

mereka sesuai dengan peraturan internal yang diatur dalam Peraturan 

Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 dan Surat Keputusan 

KASAD Nomor Kep/496/VII/2015.41  

 
40 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ ро ¢ŀƘǳƴ нлмл ǘŜƴǘŀƴƎ 5ƛǎƛǇƭƛƴ 
tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΦ 
41 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ рл ¢ŀƘǳƴ нлмп ǘŜƴǘŀƴƎ ¢ŀǘŀ 
/ŀǊŀ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΣ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ Řŀƴ wǳƧǳƪ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƛǘΦ 
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Anggota TNI memiliki kesamaan dengan warga negara yang akan 

menikah atau bercerai, mereka tetap mematuhi hukum perkawinan 

nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Akan tetapi TNI memiliki struktur dan organisasi 

tersendiri, dan setiap anggota TNI juga harus mengikuti peraturan 

internal TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional 

Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, 

Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit tanggal 30 Desember 2014, serta 

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 

2015. 

Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, tepatnya pada Bab X Pasal 46 yang menyatakan: 

"Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, 

ketentuan lain terkait pengaturan perkawinan dan perceraian khusus 

bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri 

HANKAM/PANGAB."42 

Anggota TNI memiliki prosedur perceraian yang berbeda dengan 

masyarakat sipil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap 

anggota TNI diatur oleh peraturan khusus mengenai tata cara perceraian, 

yaitu berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 

 
42 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ ф ¢ŀƘǳƴ мфтр ǘŜƴǘŀƴƎ tŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ ¦ƴŘŀƴƎπ
¦ƴŘŀƴƎ bƻƳƻǊ м ¢ŀƘǳƴ мфтп ¢ŜƴǘŀƴƎ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΦ 



оф 
 
 

 
 
 

tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. 

Prosedur perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:43 

a. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dimulai 

dengan Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kedua belah pihak yang 

disusun oleh satuan terkait, serta meninjau alasan-alasan 

perceraian untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum 

agama dan peraturan yang berlaku. Setelah melakukan 

pemeriksaan, Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, 

nasihat, dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga 

kepada pasangan yang ingin bercerai dengan tujuan agar mereka 

dapat berdamai dan membina kembali rumah tangga. Jika upaya 

tersebut tidak berhasil, Pejabat Agama akan mengeluarkan Surat 

Pendapat Pejabat Agama (SPPA) yang menjelaskan alasan 

agama dan peraturan yang mendukung perceraian tersebut. 

b. Pengurusan Surat Izin Cerai dimulai setelah semua lampiran 

permohonan izin cerai telah lengkap. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Suami atau istri yang ingin bercerai harus menghadap pejabat 

berwenang. 

 
43 aǳƳǘŀȊƛƴǳǊ Řŀƴ !ƳŀƴŘŀΣ άtǊƻōƭŜƳŀǝƪŀ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ ǘŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ ōŀƎƛ !ƴƎƎƻǘŀ ¢bL 
ό!ƴŀƭƛǎƛǎ tǳǘǳǎŀƴ aŀƘƪŀƳŀƘ {ȅŀǊΩƛȅŀƘ .ŀƴŘŀ !ŎŜƘ bƻƳƻǊ нфрκtŘǘΦDκнлмфκa{π.ƴŀύΦέ 
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2) Pejabat berwenang akan menandatangani Surat Izin Cerai 

(SIC) jika: 

a) Perceraian tidak bertentangan dengan hukum agama dan 

peraturan yang berlaku, dan 

b) Izin cerai diberikan apabila perkawinan tersebut tidak 

lagi memberikan ketenteraman batin atau kebahagiaan 

bagi pasangan. 

3) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila: 

a) Perceraian bertentangan dengan agama yang dianut, atau 

b) Alasan perceraian dianggap tidak cukup kuat atau 

dibuat-buat. 

4) Jika suami atau istri dipanggil oleh pejabat personel 

sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan 

tidak hadir, proses administrasi perceraian dapat dilanjutkan 

oleh pejabat berwenang dengan jangka waktu yang 

pemanggilan pertama sampai ketiga dan setiap panggilan dua 

minggu. 

c. Setelah memperoleh Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat 

berwenang, langkah selanjutnya bagi anggota TNI adalah 

melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama dengan 

tahapan sebagai berikut: 
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1) Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat 

dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan dokumen 

persyaratan lainnya. 

2) Menunggu panggilan sidang sesuai jadwal yang ditetapkan 

oleh Pengadilan Agama. Akta cerai akan diterbitkan setelah 

keputusan cerai berkekuatan hukum tetap. 

3) Setelah perceraian resmi, salinan akta cerai dan izin cerai 

harus diserahkan kepada pejabat personalia kesatuan untuk 

menyelesaikan administrasi personel dan keuangan. 

4) Bagi personel yang tidak berada di dalam struktur TNI AD, 

pejabat personel satuannya harus mengirimkan salinan surat 

cerai ke Spersad. 

5) Pemberian nafkah kepada mantan istri dan/atau anak, serta 

pembagian harta akibat perceraian, harus dilakukan sesuai 

dengan putusan pengadilan. 

Setelah selesainya prosedur perceraian yang dijelaskan di atas, 

perceraian dianggap sah sejak terdaftar di kantor pencatatan oleh 

Pegawai Pencatat. Namun, bagi mereka yang beragama Islam, 

perceraian dihitung sejak putusan Pengadilan Agama karena memiliki 

kekuatan hukum tetap.44 

Adapun syarat perceraian telah diatur dalam Surat Keputusan 

KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, 

 
44 {ǳŘŀǊǎƻƴƻΣ IǳƪǳƳ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ bŀǎƛƻƴŀƭ όWŀƪŀǊǘŀΥ wƛƴŜƪŀ /ƛǇǘŀΣ мффмύΣ мтфΦ 
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Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD, yang menetapkan persyaratan 

khusus bagi anggota TNI. Persyaratan tersebut mencakup beberapa 

dokumen yang harus dilampirkan saat mengurus permohonan izin 

cerai, yaitu: Surat Pengantar dari Kesatuan, Surat Permohonan Izin 

Cerai dari pihak yang bersangkutan, Surat Pernyataan Kesepakatan 

Cerai dari suami dan istri, Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari 

Satuan, Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Surat Izin Kawin, serta pas foto 

ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar.45 

Adapun sanksi yang terjadi apabila TNI yang melanggar ketentuan 

tersebut terbagi menjadi 2 golongan, golongan pertama merupakan 

prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan 

golongan kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak 

pidana. Adapun golongan pertama biasanya berupa teguran berupa 

penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan 

kenaikan pangkat selama satu periode juga, penahanan disiplin ringan 

berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penunadaan 

kenaikan pangkat selama dua periode dan penahanan disiplin berat 

berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penundaan 

kenaikan pangkat selama tiga periode. Sedangkan untuk golongan 

kedua berupa pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, pidana 

bersyarat dan pidanan penjara.46 

 
45 aǳƳǘŀȊƛƴǳǊ Řŀƴ !ƳŀƴŘŀΣ άtǊƻōƭŜƳŀǝƪŀ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ ǘŀƴǇŀ LȊƛƴ !ǘŀǎŀƴ ōŀƎƛ !ƴƎƎƻǘŀ ¢bL 
ό!ƴŀƭƛǎƛǎ tǳǘǳǎŀƴ aŀƘƪŀƳŀƘ {ȅŀǊΩƛȅŀƘ .ŀƴŘŀ !ŎŜƘ bƻƳƻǊ нфрκtŘǘΦDκнлмфκa{π.ƴŀύΦέ 
46 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ мм ¢ŀƘǳƴ нлму ǘŜƴǘŀƴƎ 
!ŘƳƛƴƛŘǘǊŀǝŦ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƻǘ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀΦ 
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D. Kepastian Hukum 

Hukum pada dasarnya harus dilaksanakan dan ditegakkan, terutama 

terhadap para pelanggar hukum. Pelaksanaan hukum pada dasarnya tidak 

boleh menyimpang pada prinsip fiat justitia et perereat mundus (meski 

dunia runtuh hukum harus tetap ditagakkan). Jadi kepastian hukum dapat 

diartikan sebagai perlindungan justitiabeln terhadap tindakan yang 

sewenang-wanang.47 Kepastian hukum diharapkan menciptakan 

masyarakat yang lebih tertib, karena hukum bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang kondusif.48  

Kepastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama dalam norma hukum tidak tertulis. Hukum apabila tanpa 

terdapat kepastian maka kehilangan makna, dan tidak dapat dijadikan 

pedoman terhadap perilaku setiap orang. 

Dalam kepastian hukum terdapat unsur yang berkaitan erat terhadap 

ketertipan masyarakat, dikarenakan kepastian merupakan inti dari 

keteraturan itu sendiri. Sertiap orang dapat hidup secara berkepastian 

dikarenakan adanya keteraturan dan dapa melakukan kehidupannya dalam 

masyarakat.49 

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan dan atau 

ketetapan.50 Kata kepastian dan hukum bila dijadikan satu menjadi 

 
47 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммоπммпΦ 
48 {ǳŘƛƪƴƻ aŜǊǘƻƪǳǎǳƳƻΣ aŜƴƎŜƴŀƭ IǳƪǳƳ {ǳŀǘǳ tŜƴƎŀƴǘŀǊ ό¸ƻƎȅŀƪŀǊǘŀΥ aŀƘŀ YŀǊȅŀ tǳǎǘŀƪŀΣ 
нлмфύΣ мпрΦ 
49 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммпΦ 
50 5ŜǇŀǊǘŜƳŜƴ tŜƴŘƛŘƛƪŀƴ bŀǎƛƻƴŀƭΣ YŀƳǳǎ .ŜǎŀǊ .ŀƘŀǎŀ LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ 9Řƛǎƛ YŜǝƎŀ όWŀƪŀǊǘŀΥ .ŀƭŀƛ 
tǳǎǘŀƪŀΣ нллнύΦ 
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kepastian hukum yang dapat diartikan perangkat hukum suatu negara yang 

mampu menjamin hak dan kewajiban setaip warga negara.  

Kepastian hukum dapat diiartikan sebagai berlakunya hukum secara 

tegas ditengah-tenang masyarakat. Menurut Van Apeldoorn kepastian 

hukum adalah adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan 

mengikat setiap masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.51 Kepastian 

hukum dapat pula ditentukan dari hukum, serta hal-hal yang konkret.  

Adapun wujud dalam kepastian hukum dapat dilihat melalui praktik 

kebiasaan yang diterima sebagai hukum maupun peraturan perundang-

undangan. Praktik dalam kepastian hukum biasanya dapat kita lihat dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Putusan hakim di dalam peradilan juga dapat dijadikan sebagai 

kepastian hukum, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau 

boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang bertindak tanpa 

mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehandaki.52 Jadi 

kepastian hukum dapat diartikan sebagai keaaman hukum, yang berarti 

perlindungan terhadap tindakan sewanang-wenang hakim terhadap para 

pihak didalam proses mencari keadilan. 

Di dalam prosesnya, hakim harus memberikan putusan yang 

menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan dan manfaat. 

Dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa fokus berlebihan pada 

 
51 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммрΦ 
52 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммсΦ 
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kepastian hukum dapat mengorbankan rasa keadilan. Namun, jika terlalu 

mengutamakan rasa keadilan, kepastian hukum dapat terabaikan. Kepastian 

hukum bersifat universal, sedangkan rasa keadilan lebih bersifat individual. 

Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting karena dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar. 

Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat dua segi dalam 

pembentukan kepastian hukum, diantaranya: 

1. Dapat ditentukannya (bepaalbaarhied) hukum dalam hal konkrit. 

artinya para pencari keadilan ingin mengetahui hukum yang 

berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai sebuah perkara. 

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Yaitu perlindungan 

bagi para pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim.53 

Kepastian hukum berkaitan dengan interaksi antara warga negara 

dan negara. Hal ini sering dikaitkan dengan penerapan hukum secara 

konsisten dalam proses sosial sehingga terbentuklah pedoman berperilaku. 

Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib, 

damai, dan adil. 

Kepastian hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum konkret 

saat penegakan hukum, tetapi juga ditentukan oleh kerangka hukum yang 

abstrak. Selain itu, proses peradilan bukanlah satu-satunya tempat untuk 

memastikan kepastian hukum yang final. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi 

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 Maret 1984, 

agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Unit Penyelanggara Pelabuhan Kelas II, Jabatan Bendahara 

Materiil, memberikan kuasa terhadap Sri Wuryani, S.H., Wahyu 

Mustariyanto, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., beralamatkan 

di Perum JPS Blok A4 Jalan Brawijaya Banyuwangi, berdasarkan kuasa 

khusus tanggal 22 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat.54 

Penjelasan diatas merupakan data diri dari Penggugat, yang dimana 

Penggugat atau Pemohon mengajukan gugatannya terhadap Tergugat atau 

biasa disebut Termohon. 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 21 Oktober 1980, 

agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Darat, Pangkat Letnan Dua, Jabatan Danton Kompi C, 

Satuan Kerja Batalyon Infanteri Raider 500, tempat kediaman di Kota 

Surabaya, disebut sebagai Tergugat. 
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Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama 

Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar 

pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan 

Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang didalamnya berisi hal-hal 

berikut:55 

Pada tanggal 19 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan telah dicatat oleh 

Pejabat Pencatat Nikah. 

Setelah berlangsungnya pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

hidup rukun selayaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun 3 bulan 

dan mengambil tempat kediaman bersama di kabupaten Banyuwangi. 

Penggugat dan Tegugat juga dikaruniai 2 orang anak yang berumur 14 tahun 

dan 6 tahun.  

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan 

dengan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai goyah sejak Maret 2012 

setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan yang 

terus menerus dikarenakan hal-hal berikut: 

Dalam hal ini tidak ada keterbukaan oleh masalah peruangan yang 

dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat seringkali mengirim uang 
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terhadap keluarganya dan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa 

sepengetahuan Penggugat. 

Tergugat sering menuduh Penggugat boros, padahal kenyataannya 

Penggugatlah yang telah banyak membantu mengenai keuangan keluarga. 

Sejak Tergugat dinas diluar kota sedangkan Penggugat tidak bisa 

mengikuti Tergugat dikarenakan masalah pekerjaan, hal ini menyebabkan 

hubungan jarak jauh yang sering memicu pertengkaraan antara Penggugat 

dan Tergugat. 

Adapun puncak dari permasalah rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat menjadi retak dikarenakan tidak adanya hubungan suami isteri 

yang harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik selama kurang lebih 3 

tahun terakhir. Dengan keadaan pernikahan tersebut, Penggugat merasa 

sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya 

bersama Tergugat.56  

Awalnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan, akan tetapi 

Pengugat belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi 

tempat kerja Penggugat. Akan tetapi Gugatan tersebut dicabut melalui kuasa 

hukumnya pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor Register 

0009/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Saat Penggugat telah mendapatkan surat izin dari 
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instansi tempat Penggugat berkarja pada tanggal 12 Juli 2022, maka 

Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali terhadap Tergugat.  

Adapun upaya perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan, maka kedua pihak yang berperkara diperintahkan untuk 

menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Dan sebelumnya Penggugat dan 

Tergugat telah melaksanakan proses mediasi pada tanggal 09 Januari 2023 

dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H., akan tetapi dalam proses 

mediasi tersebut belum ditemukannya upaya perdamaian (tidak mencapai 

kesepakatan damai).57  

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon terhadap Ketua 

Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa serta mengadili perkara 

tersebut, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang 

dilakukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, serta Majelis Hakim 

menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan 

yang terakhir adalah Majelis Hakim membebankan serluruh biaya perkara 

kasus tersebut kepada Penggugat. 

Berdasarkan dalil-dalil replik, duplik beserta bukti-bukti yang telah 

didapatkan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 
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Dalam hal ini Majelis hakim menumukan bahwa Penggugat dan 

Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada 

tanggal 19 Desember 2007 dan dikaruniai 2 orang anak yang berumur 14 

Tahun (28 Oktober 2008) dan 6 Tahun (18 April 2016). 

Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikabarkan 

mulai goyah sejak Bulan Maret 2012. Dalam hal ini Majelis Hakim 

menemukan fakta hukum berupa bentuk perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok. 

Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat disebabkan oleh: Dalam hal ini Tergugat tidak terbuka 

mengenai masalah keuangan, yang dibuktikan oleh Tergugat sering 

mengirim uang kepada keluarganya dan Tergugat meminjam uang kepada 

orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat 

boros, padahal kenyataanya Penggugat lah yang membantu masalah 

keuangan keluarga. Sejak Tergugat dinas keluar kota dan Penggugat tidak 

bisa mengikuti dikarenakan alasan pekerjaan dan selanjutnya menyebabkan 

hubungan jarak jauh yang memicu terjadinya pertengkaran. 

Adapun puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat 

adalah sudah tidak ada hubungan suami isteri yang harmonis dan tidak 

adanya komunikasi yang baik kurang lebih 3 tahun terakhir. 

Sebelumnya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 

berusaha untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil. 
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Sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan perceraian 

terhadap Tergugat, akan tetapi pada saat itu Penggugat belum mendapatkan 

surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat dan 

akhirnya mencabut gugatannya. 

Pada saat ini Penggugat telah mendapatkan surat izin melakukan 

perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat, dan akhirnya Penggugat 

mengajukan gugatannya kembali.  

Tergugat yang masih aktif sebagai TNI Angkatan Darat belum 

memperoleh surat keterangan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat 

yang berwanang dan telah melampaui waktu yang telah diberikan.58 

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan tidak hadirnya 

Tergugat dalam persidangan, dan Penggugat sudah tidak lagi mengajukan 

sesuatu lagi melainkan Penggugat memohan terhadap Majelis Hakim untuk 

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dan dalam hal ini Penggugat 

sanggup membayar semua biaya perkara ini. 

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan dalam perkara Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi diatas, Majelis Hakim mangadili sebagai berikut: 

Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang 

dilakukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, serta Majelis Hakim 

menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan 
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yang terakhir adalah Majelis Hakim membebankan seluruh biaya perkara 

kasus tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 563.000,00 (Lima ratus 

enam puluh tiga ribu rupiah).59 

Demikian Majelis Hakim memutuskan perkara ini dalam dalam 

rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi atau 

bertepatan pada tannggal 07 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan Ketua 

Majelis Drs. Zainul Fatawi, S.H., dan Hakim Anggota Drs. Suyatman, M.H. 

dan Khairil, S.Ag. M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Banyuwangi Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang dihitung mulai tanggal 

30 November 2022 sampai putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis 

dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Penitera Penggati 

Muzaki, S.H., M.H. dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Kuasa 

Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.60 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi  

Majelis Hakim di dalam persidangan telah menemukan fakta hukum 

yang dibuktikan dengan pemeriksaan pembuktian, yang dikuatkan oleh 

keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri 

yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki 14 tahun dan 

perempuan 6 tahun). Akan tetapi pada bulan Maret 2012 rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan yang terjadi 
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terus menerus. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 

tidak adanya hubungan suami isteri yang harmonis serta tidak adanya 

komunikasi yang baik kurang lebih 3 tahun terakhir.61 

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menimbang bahwa 

perkara tersebut merupakan sengketa keluarga cerai gugat yang diajukan 

oleh Penggugat yang beragama Islam, maka dapat dipastikan bahwa perkara 

tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.62 

Mejelis Hakim berpendapat Penggugat berkualitas sebagai subjek 

hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat 

dalam perkara a quo. Alasan tersebut di dasarkan karena Penggugat dan 

Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan 

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya telah 

menikah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 

Adapun ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 

1983 dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

tentang perizinan perkawinan dan perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil. 

Disini Penggugat telah menyerahkan surat izin melakukan perceraian dari 
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Menteri Perhubungan, sedangkan untuk Tergugat sendiri belum 

memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang 

berwenang. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 

telah memenuhi ketentuan dari pasal tersebut, akan tetapi Tergugat belum 

memenuhi ketentuan tersebut. 

Majelis Hakim melakukan proses perdamaian untuk kedua belah 

pihak dalam proses persidangan di pengadilan karena sesuai dengan 

ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009. Akan tetapi dalam proses perdamaian tersebut tidak berhasil, 

maka pemeriksaan dilanjutkan. 

Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dijelaskan bahwa pokok cerai gugat didasarkan dengan alasan 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus.  

Dalam Pasal 163 HIR dijelaskan dalam masalah perceraian rawan 

terjadinya kebohongan dan atau penyeludupan hukum, meskipun Tergugat 

telah mengakui dalil gugatan dari Penggugat yang dibuktikan dari tidak 

mengajukannya jawaban di persidangan, maka pihak Pengggugat wajib 

membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam hal itu Majelis Hakim 
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berpendapat bahwa pihak Penggugat wajib menyertakan dalil gugatannya 

yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggugat 

dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa 

surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, beserta dua orang saksi.63 

Dalam ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan, pengakuan yang diucapakan baik 

sendiri maupun dengan pertolongan orang lain melalui kuasa istimewa di 

depan Hakim dalam persidangan dianggap cukup sebagai barang bukti 

untuk memberatkan terhadap orang yang mengakuinya. Dalam perkara a 

qua Tergugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang di perdangan 

untuk memberikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak 

menggunakan haknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 

tergugat telah mengabaikan haknya dan Tergugat telah dianggap mengakui 

dalil-dalil gugatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 

Tergugat merupakan bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna (volledig) dan mengikat (binded) karena sesuai dengan ketentuan 

Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925, dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam 
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dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai 

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi yang artinya:64 

ñApabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan 

kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakui ituéò 

Selain bukti tertulis, terdapat juga dua orang saksi yang dihadirkan 

oleh Penggugat dihadapan persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat 

bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil serta dapat 

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dalam keterangan kedua 

saksi tersebut seluruhnya membernarkan dari posita dari dalil-dalil gugatan 

Penggugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan 

Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dibuktikan dengan 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sudah adanya iktikat 

perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan, tetapi 

usaha perdamaian itu tidak berhasil. Dalam hal tersebut Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak terciptanya tujuan 

dari perkawinan sakinah, mawaddah, rahmah yang disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Ketentuan Q.S Ar-Rum ayat 21. 

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 

38.K/AG/1990, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus yang ditujukan terhadap percahnya perkawinan itu sendiri.65 

Dalam hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan dikarenakan 

sudah tidak adanya rasa kasih sayang didalamnya, dan apabila perkawinan 

tersebut tetap dilanjutkan akan menjadi belenggu bagi keduanya, dan 

menimbulkan kemudaratan. 

Padahal hakikatnya sebuah rumah tangga harus didasarkan pada 

asas dan tujuan sakinah, mawaddah dan kasih sayang supaya terciptanya 

keluarga yang harmonis. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 

 ̲г̶ϲ̲ϼ̲м ̯ϢΖϸ̲н̲в ̶б̳Ы̲з̶у̲Ϡ ̲Э̲Л̲Ϯ̲м ϝ̲л̶у̲Ю̴ϖ Ϝн̳з̳Ы̶Ѓ̲ϧ̴Ю ϝ̯ϮϜ̲м̶Ͼ̲ϒ ̶б̳Ы̴Ѓ̳У̶ж̲ϒ ̶е̴в ̶б̳Ы̲Ю ̲Х̲Я̲϶ ̶д̲ϒ ̴й̴Ϧϝ̲тϐ ̶е̴в̲м с̴Т Ζд̴ϖ Ṝ ̯ϣ

 ̲дм̳ϽΖЫ̲У̲ϧ̲т ̱а̶н̲Ч̴Ю ̱Ϥϝ̲т̲ф ̲Щ̴Юᴛ̲Ϻ 

ñDiantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri 

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu 

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.ò66 

 
65 tǳǘǳǎŀƴ bƻƳƻǊ рслпκtŘǘΦDκt!Φ.ǿƛΣ нл 
66 ά!ƭπvǳǊΩŀƴ Řŀƴ ¢ŜǊƧŜƳŀƘŀƴƴȅŀ 9Řƛǎƛ tŜƴȅŜƳǇǳǊƴŀŀƴ нлмфΦέ 
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Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yang diambil 

dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang 

berbunyi:67 

  ϰ̭ыж ϝлуТ ЙУзт ϹЛт бЮм еуϮмϿЮϜ ϢϝуϳЮϜ ϞϽГЏϦ еуϲ ФыГЮϜ аϝЗж аыЂшϜ ϼϝϧ϶Ϝ ϹЦм

  дц ϰмϼ ϽуО ев ϢϼнЊ ϬмϿЮϜ ϣГϠϽЮϜ ϱϡЋϦ ϩуϲм ϱЯЊъм  бЫϳужϒ иϝзЛв ϼϜϽгϧЂшϜ

ϣЮϜϹЛЮϜ ϰмϼ иϝϠϓϦ Ϝϻкм ϹϠϕгЮϜ еϯЃЮϝϠ еуϮмϿЮϜ Ϲϲϒ пЯК 

ñIslam memiliki lambaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah 

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi 

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh 

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah 

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah 

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.ò 

Setiap PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh 

surat izin bercerai dari atasan atau pejabat yang berada pada instasi mereka 

bekerja. Hal tersebut telah diatur kedalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil,68 hal tersebut dijelaskan pada Pasal 3. 

Sedangkan untuk prajurit TNI sendiri juga hampir sama, setiap prajurit TNI 

yang hendak melakukan perceraian baik sebagai Penggugat maupun sebagai 

Tergugat harus memperoleh surat izin terlebih dahulu dari komandan atau 

atasan yang bersangkutan, hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 13-17 

 
67 tǳǘǳǎŀƴ bƻƳƻǊ рслпκtŘǘΦDκt!Φ.ǿƛΣ нм 
68 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ пр ¢ŀƘǳƴ мффл ǘŜƴǘŀƴƎ tŜǊǳōŀƘŀƴ !ǘŀǎ tŜǊŀǘǳǊŀƴ 
tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ bƻƳƻǊ мл ¢ŀƘǳƴ мфуо ¢ŜƴǘŀƴƎ LȊƛƴ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ 5ŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ .ŀƎƛ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ 
{ƛǇƛƭΦ 
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Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.69 

Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tidak menjamin 

adanya kemaslahatan apabila rumah tangga keduanya masih dipertahankan.  

Jika pernikahan itu dilanjutkan maka perkawinan akan tetap sah secara 

hukum, dan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami isteri tetap berlaku. 

Akan tetapi keduanya sudah tidak ada kemauan lagi untuk melanjutkan 

hubungannya. Hal tersebut dibuktikan dari gugatan dari Penggugat yang 

menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat 

dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat juga sudah 

mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya, akan tetapi dari pihak 

Tergugat sendiri masih belum mendapatkan surat izin dari atasannya.  

Di dalam persidangan keduanya memiliki hak sama, akan tetapi dari 

pihak Tergugat sendiri tidak memanfaatkan dengan baik. Dalam hal ini 

Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pihak Tergugat sendiri sudah 

menyetujui dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat tersebut. Majelis 

Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat dari 

pernikahan tersebut dari pada melanjutkannya akan tetapi terjadi 

kemudaratan atau kerusakan. Sehingga Majelis Hakim dalam melihat dari 

aspek kemaslahatan, maka maslahat dari adanya perceraian dianggap lebih 

 
69 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ рл ¢ŀƘǳƴ нлмп ǘŜƴǘŀƴƎ ¢ŀǘŀ 
/ŀǊŀ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΣ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ Řŀƴ wǳƧǳƪ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƛǘΦ 
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baik dari pada harus meneruskan pernikahan yang sudah tidak bisa 

dipertahankan tersebut. 

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Putusan Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Perspektif Kepastian Hukum Menurut Van 

Apeldoornp 

Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat seorang PNS dengan Tergugat 

seorang Tentara yang dimana dari pihak Tergugat sendiri belum medapatkan 

surat izin bercerai dari atasannya. Faktanya, ditemukannya indikasi yang 

menunjukkan ketidak kooperatifan pihak Tergugat dalam pelaksanaan 

persidangan. Dimana Majelis Hakim telah memerintahkan terhadap 

Tergugat agar datang ke persidangan dan memberikan terhadap Tergugat 

untuk memberikan jawabannya, akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri 

tidak menggunakan hak tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim memandang 

bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan Majelis 

Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan 

Penggugat dalam persidangan. 

Pada dasarnya terdapat ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan Dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap PNS yang 

akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasan terlebih 
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dahulu.70 Sedangkan pada Pasal 14 Peraturan Panglima Tentara Nasional 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian 

dan Rujuk Bagi Prajurit dijelaskan bahwa setiap prajurit yang mendapatkan 

gugatan dari suami/isteri harus terlebih dahulu medapatkan surat izin 

bercerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan.71 Sedangkan yang 

terjadi didalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim 

mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dimana suaminya yang 

berprofesi sebagai Tentara belum medapatkan surat izin bercerai dari 

atasannya. 

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Register 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh 

Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan demi kepentingan kemaslahatan 

dari rumah tangga mereka. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam 

rumah tangga mereka sudah tidak ditemukan titik terang, dikarenakan 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertingkaian yang 

disebabkan dengan sudah tidak adanya komunikasi yang baik selama 

kurang lebih 3 tahun yang dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal, dikarenakan oleh pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga 

dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Register 

 
70 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ όttύ bƻƳƻǊ пр ¢ŀƘǳƴ мффл ǘŜƴǘŀƴƎ tŜǊǳōŀƘŀƴ !ǘŀǎ tŜǊŀǘǳǊŀƴ 
tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ bƻƳƻǊ мл ¢ŀƘǳƴ мфуо ¢ŜƴǘŀƴƎ LȊƛƴ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴ 5ŀƴ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ .ŀƎƛ tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ 
{ƛǇƛƭΦ 
71 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ рл ¢ŀƘǳƴ нлмп ǘŜƴǘŀƴƎ ¢ŀǘŀ 
/ŀǊŀ tŜǊƪŀǿƛƴŀƴΣ tŜǊŎŜǊŀƛŀƴ Řŀƴ wǳƧǳƪ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƛǘΦ 
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5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan penetapan dalam putusannya menjatuhkan 

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.  

Bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan 

melanggar kewajiban disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai 

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi 

dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan 

hukuman disiplin berat. Adapun hukuman disiplin ringan berupa teguran 

lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman 

disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan 

jabatan, dan penurunan jabatan. Hukum dispilin berat berupa penurunan 

pangkat, pemindahan tempat dinas, pembebasan jabatan, pemberhentian 

baik secara hormat maupun tidak hormat.72  

Sedangkan untuk prajurit TNI sendiri diatur kedalam Peraturan 

Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi 

Prajurit TNI, anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan dapat 

dikenakan sanksi administratif militer. Adapun sanksi yang terjadi apabila 

TNI yang melanggar ketentuan tersebut terbagi menjadi 2 golongan, 

golongan pertama merupakan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran 

hukum disiplin sedangkan golongan kedua merupakan prajurit TNI yang 

melakukan tindak pidana. Adapun golongan pertama biasanya berupa 

teguran berupa penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dan 

 
72 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŜƳŜǊƛƴǘŀƘ wŜǇǳōƭƛƪ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ ро ¢ŀƘǳƴ нлмл ǘŜƴǘŀƴƎ 5ƛǎƛǇƭƛƴ 
tŜƎŀǿŀƛ bŜƎŜǊƛ {ƛǇƛƭΦ 
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penundaan kenaikan pangkat selama satu periode juga, penahanan disiplin 

ringan berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penunadaan 

kenaikan pangkat selama dua periode dan penahanan disiplin berat berupa 

penundaan pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan 

pangkat selama tiga periode. Sedangkan untuk golongan kedua berupa 

pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, pidana bersyarat dan pidanan 

penjara.73 

Dalam Putusan Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi peneliti 

akan menganalisis apakah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 

tersebut bertentangan dengan kepastian hukum milik Van Apeldoorn. 

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai prinsip dasar dalam sistem 

hukum untuk memberikan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hak-hak 

individu dalam masyarakat.74 Kepastian hukum memastikan bahwa hukum 

berlaku secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta 

mengandalkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian 

hukum juga melibatkan konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat 

penegak hukum agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum dan 

merasa aman dalam menjalankan hak-hak mereka.  

 
73 LƴŘƻƴŜǎƛŀΣ tŜǊŀǘǳǊŀƴ tŀƴƎƭƛƳŀ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀ bƻƳƻǊ мм ¢ŀƘǳƴ нлму ǘŜƴǘŀƴƎ 
!ŘƳƛƴƛŘǘǊŀǝŦ .ŀƎƛ tǊŀƧǳǊƻǘ ¢ŜƴǘŀǊŀ bŀǎƛƻƴŀƭ LƴŘƻƴŜǎƛŀΦ 
74 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммрΦ 
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Kepastian hukum berarti bahwa sesuatu hal yang dapat ditetapkan 

melalui Undang-Undang tertentu. Ini memberikan jaminan bahwa hukum 

akan dijalankan secara adil, bahwa setiap orang akan menerima haknya, dan 

keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai 

perlindungan resmi terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga 

seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai harapan.75 

Van Apeldoorn berpendapat bahwa ñkepastian hukum dapat juga berarti hal 

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkretò.76 Kepastian 

hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum (yustisiable) yang 

menjamin seseorang terlindung dari tindakan sewenang-wenang, sehingga 

individu bisa memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. 

Secara linguistik, kata "kepastian" berasal dari "pasti," yang berarti sudah 

jelas, tetap, atau tentu.  

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang 

konkrit. 

Van Apeldoorn menekankan pentingnya kepastian hukum dalam 

hal yang konkrit, yang berarti bahwa pihak-pihak yang mencari 

keadailan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal 

 
75 tŀƴŘǳ !ƪǊŀƳΣ άtŜƴƎŜǊǝŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ {ŜŎŀǊŀ ¦ƳǳƳ Řŀƴ tŜƴŘŀǇŀǘ tŀǊŀ !ƘƭƛΣέ ŘŀƭŀƳ 
tŜƴƎŜǊǝŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ {ŜŎŀǊŀ ¦ƳǳƳ Řŀƴ tŜƴŘŀǇŀǘ tŀǊŀ !Ƙƭƛ όDǊŀƳŜŘƛŀ .ƭƻƎύΣ ŘƛŀƪǎŜǎ мл 
bƻǾŜƳōŜǊ нлнпΣ ƘǧǇǎΥκκǿǿǿΦƎǊŀƳŜŘƛŀΦŎƻƳκƭƛǘŜǊŀǎƛκǇŜƴƎŜǊǝŀƴπƪŜǇŀǎǝŀƴπƘǳƪǳƳκΦ 
76 {ƛǝ IŀƭƛƭŀƘ Řŀƴ aƘŘ CŀƪƘǊǳǊǊŀƘƳŀƴ !ǊƛŦΣ ά!{!{ Y9t!{¢L!b I¦Y¦a a9b¦w¦¢ t!w! !I[LΣέ 
{ƛȅŀǎŀƘΥ WǳǊƴŀƭ IǳƪǳƳ ¢ŀǘŀ bŜƎŀǊŀ п ό5ŜǎŜƳōŜǊ нлнмύΥ млΦ 
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yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.77 Dalam perkara 

Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi prinsip ini relevan karena adanya 

aturan administratif khusus yang mengatur perceraian untuk pegawai 

negeri dan anggota militer. Berdasarkan hukum disiplin yang berlaku, 

baik PNS maupun tentara harus mendapatkan izin dari atasan sebelum 

mengajukan gugatan cerai.  

Apabila diukur kedalam pandangan hukum milik Van Apeldoorn 

dirasa perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi sesuai dengan 

pemikirannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum 

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.78 

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. 

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan 

hukum, yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap 

kesewenangan hakim.79 Dalam perkara Nomor 

5604/Pdt,G/2022/PA.Bwi prinsip kepastian hukum harus relevan 

karena untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak sekaligus 

memastikan aturan disiplin administratif dipatuhi. 

Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum ini 

dalam setiap putusannya, memastikan bahwa aturan izin dilaksanakan 

 
77 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммтΦ 
78 tǳǘǳǎŀƴ bƻƳƻǊ рслпκtŘǘΦDκt!Φ.ǿƛΣ мп 
79 !ǎŀǎ YŜŀŘƛƭŀƴΣ YŜƳŀƴŦŀŀǘŀƴ Řŀƴ YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ŘŀƭŀƳ tǳǘǳǎŀƴ IŀƪƛƳΣ ммтΦ 
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sesuai ketentuan agar tidak ada ketidak pastian mengenai status hukum 

perceraian tersebut. Kepastian hukum ini meliputi perlindungan bagi 

PNS dan tentara dari tindakan disiplin atau pelanggaran yang mungkin 

terjadi jika perceraian dilakukan tanpa izin yang sah. Kenyataannya 

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut mengabaikan 

kepastian hukum dalam hal keamanan. Karena Tergugat selaku sebagai 

tentara belum mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian. 

Akan tetapi dalam hal ini tergugat tidak menunjukkan kekoperatifannya 

di dalam persidangan, yang ditunjukkan dengan tidak adanya jawaban 

dari Tergugat dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara 

resmi dan patut. Diduga tidak hadirnya Tergugat dikarenakan 

kemungkinan beliau tidak bisa hadir dikarena ada halangan, atau tidak 

mau hadir. 

Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat 

yang belum mendapatkan surat izin dari atasan dirasa tidak sesuai dengan 

kepastian hukum milik Van Apeldoorn parameter kedua. Karena idealnya 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak boleh mengabaikan 

surat keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja, terutama 

dalam hal ini Tergugat yang belum memperoleh surat izin bercerai dari 

atasan dan Penggugat yang sudah memperoleh surat izin dari atasan dia 

bekerja. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian dari pihak Tergugat 

karena surat izin belum keluar dan berakibat akan mendapatkan sanksi 

administrasi dari tempat Tergugat bekerja. Dikarenakan salah satu 
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perameter tidak terpenuhi yaitu parameter kedua, maka dapat di simpulkan 

bahwa putusan perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tersebut belum 

sesuai dengan kepastian hukum Van Apeldoorn.  

Padahal kenyataannya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 

harus memperhatikan keadilan bagi pihak yang telibat di dalamnya.80 Akan 

tetapi Majelis Hakim juga dilema dengan asas peradilan cepat, sederhana, 

dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak dari pencari keadilan. Hukum 

memiliki fungsi dan kegunaan yang tepat jika digunakan dengan tepat akan 

menjadi salah satu instrument perubahan kehidupan masyarakat. Karena 

hukum adalah sarana yang mampu memaksa keputusannya.81  

 
80 [ǳǎƛŀƴŀ LƴŘǊƛŀǿŀǝ Řŀƴ wƛǎƳŀ bǳǊ !ǊƛŦŀƘΣ άYƻƴǎƛǎǘŜƴǎƛ aŀƘƪŀƳŀƘ !ƎǳƴƎ ŘŀƭŀƳ aŜƳŀǎǝƪŀƴ 
YŜǇŀǎǝŀƴ IǳƪǳƳ ǇŀŘŀ Yŀǎǳǎ ²ŀƴǇǊŜǎǘŀǎƛ ¢ŀƴŀƘ Řŀƴ hƴǾƻƭŘƻŜƴŘŜ DŜƳƻǝǾŜŜǊŘΣέ !ƭπIǳǉǳǉΥ 
WƻǳǊƴŀƭ ƻŦ LƴŘƻƴŜǎƛŀƴ LǎƭŀƳƛŎ 9ŎƻƴƻƳƛŎ [ŀǿ рΣ ƴƻΦ н όом 5ŜǎŜƳōŜǊ нлноύΥ молςпфΣ 
ƘǧǇǎΥκκŘƻƛΦƻǊƎκмлΦмфмлрκŀƭƘǳǉǳǉΦǾрƛнΦммфурΦ 
81 wŀȅƴƻ 5ǿƛ !ŘƛǘȅƻΣ ά!ƳōƛƎǳƛǘŀǎ YƻƴǎŜǇ tŜǊƭƛƴŘǳƴƎŀƴ IǳƪǳƳ ¢ŜǊƘŀŘŀǇ tŜƪŜǊƧŀ {ƻǎƛŀƭΣέ 
ahw![L¢¸Υ WǳǊƴŀƭ LƭƳǳ IǳƪǳƳ уΣ ƴƻΦ м όнн Wǳƴƛ нлннύΥ срΣ 
ƘǧǇǎΥκκŘƻƛΦƻǊƎκмлΦрнфптκƳƻǊŀƭƛǘȅΦǾуƛмΦнроΦ 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian mengenai cerai gugat tanpa 

izin dari atasan pada putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang telah 

dijelaskan diatas, terdapat dua kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan, 

diantaranya sebegai berikut: 

1. Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim 

berpendapat bahwa dalam rumah tangga mereka sudah tidak dapat 

dipertahankan. Hal tersebut dibuktikan dari gugatan dari Penggugat 

yang menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara 

Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat juga 

sudah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya, akan 

tetapi dari pihak Tergugat sendiri masih belum mendapatkan surat izin 

dari atasannya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari 

pihak Tergugat sendiri sudah menyetujui dalil-dalil gugatan dari pihak 

Penggugat. Sehingga Majelis Hakim dalam melihat dari aspek 

kemaslahatan, maka maslahat dari adanya perceraian dianggap lebih 

baik dari pada harus meneruskan pernikahan yang sudah tidak bisa 

dipertahankan tersebut. 

2. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor 

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang belum mendapatkan surat izin dari 

atasan dirasa sesuai dengan kepastian hukum parameter pertama, 
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dikarenakan memuat mengenai peraturan perundang-undangan yang 

ada. Sedangkan dalam parameter kedua, dirasa tidak sesuai dengan 

kepastian hukum milik Van Apeldoorn. Idealnya Majelis Hakim 

dalam memutuskan perkara ini mesti mempertimbangkan adanya 

surat keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja, 

terutama dalam hal ini Tergugat yang belum memperoleh surat izin 

bercerai dari atasan. Hal tersebut akan berakibat kerugian dari pihak 

Tergugat karena surat izin belum keluar dan berakibat akan 

mendapatkan sanksi administrasi dari tempat Tergugat bekerja. 

Sehingga salah satu parameter belum terpenuhi, yaitu parameter 

kepastian hukum Van Apeldoorn yang kedua. Maka di simpulkan 

dalam putusan perkara Nomor 5604/Pdt,G/2022/PA.Bwi belum 

terpenuhinya kepastian hukum milik Van Apelldorn, yaitu kapastian 

hukum berarti keamanan hukum. Akan tetapi Majelis Hakim juga 

dilema dalam mengambil keputusannya, dikarenakan Tergugat yang 

tidak memberikan jawaban padahal sudah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan Majelis Hakim dituntut asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak dari pencari 

keadilan. 
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B. Saran 

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim untuk lebih bijak lagi dalam 

memperhatikan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam 

memutus suatu perkara, dikarena dapat merugikan pihak yang 

bersangkutan yang dapat berakibat sanksi administrasi dari tempat 

mereka berkerja. 

2. Diharapkan bagi pihak yang berperkara (baik Penggugat maupun 

Tergugat) agar memanfatkan setiap haknya didalam melaksanakan 

persidangan dikarenakan dapat berakibat merugikan pihak yang tidak 

hadir didalam putusan.
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